
BAB 8 Penerapan AI yang Realistis 

8.1 Pendahuluan 
Setelah pada bab-bab sebelumnya pembaca mempelajari dasar-dasar AI, jenis solusi AI, 
cara memilih use case, merancang integrasi, membangun tata kelola, memahami konteks 
kebijakan nasional, serta menjaga solusi AI melalui evaluasi dan pemeliharaan, maka bab 
ini membawa pembahasan ke tahap yang paling dekat dengan tindakan nyata di instansi. 
Jika bab-bab sebelumnya membangun cara berpikir, maka bab ini membantu pembaca 
menerjemahkan cara berpikir tersebut ke dalam contoh penerapan, cara membaca hasil, 
dan langkah tindak lanjut yang lebih operasional. 

Pada banyak pelatihan atau diskusi tentang AI, peserta sering memahami konsep-konsep 
utamanya, tetapi masih memiliki pertanyaan yang sangat wajar: bagaimana semua ini 
tampak dalam praktik, bagaimana membedakan contoh yang baik dan yang kurang tepat, 
serta bagaimana memulai langkah yang realistis di instansi masing-masing. 
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting, karena pemanfaatan AI di organisasi pemerintah 
tidak dapat berhenti pada pengetahuan umum. AI baru menjadi bernilai ketika ia dapat 
dihubungkan dengan masalah nyata, kebutuhan nyata, proses kerja nyata, dan keputusan 
nyata yang harus diambil organisasi. 

Karena itu, Bab 8 ditempatkan sebagai penutup yang bersifat sangat aplikatif. Bab ini tidak 
lagi berfokus terutama pada definisi, klasifikasi, atau kerangka konseptual, melainkan pada 
bagaimana pembaca menggunakan seluruh pemahaman yang telah diperoleh untuk 
membaca contoh penerapan AI secara lebih matang dan menyusun arah tindak lanjut yang 
masuk akal. Dalam konteks ini, pembaca tidak hanya diajak melihat apa yang berhasil 
dilakukan dalam suatu studi kasus, tetapi juga diajak memahami mengapa suatu 
pendekatan dipilih, prasyarat apa yang membuatnya berjalan, risiko apa yang perlu dijaga, 
dan apa yang harus disesuaikan bila pendekatan serupa ingin diterapkan di instansi lain. 

Hal ini penting karena studi kasus AI sering dibaca secara terlalu cepat. Orang cenderung 
hanya melihat permukaan hasilnya, misalnya ada chatbot layanan publik, ada analitik 
pengaduan, ada asisten pengetahuan internal, atau ada dukungan analisis berbasis AI, lalu 
langsung membayangkan bahwa pendekatan yang sama bisa diterapkan begitu saja di 
tempat lain. Padahal, setiap studi kasus berdiri di atas kondisi tertentu. Ada yang berhasil 
karena dokumennya sudah tertata dengan baik. Ada yang berhasil karena proses bisnisnya 
sudah jelas. Ada yang berhasil karena pengawasan manusia berjalan kuat. Ada pula yang 
terlihat menarik, tetapi sesungguhnya belum tentu cocok untuk semua organisasi karena 
pondasi datanya belum siap atau ruang resikonya terlalu besar. 

 



Oleh sebab itu, bab ini tidak dimaksudkan sebagai kumpulan contoh untuk ditiru apa 
adanya. Bab ini dimaksudkan sebagai ruang belajar untuk membangun kemampuan 
membaca contoh secara kritis. Pembaca diajak untuk tidak hanya bertanya “teknologinya 
apa”, tetapi juga “masalahnya apa”, “mengapa pendekatan ini dipilih”, “apa prasyaratnya”, 
“siapa yang terlibat”, dan “apa pelajaran yang bisa diambil untuk konteks saya sendiri”. 
Sikap seperti ini sangat penting dalam sektor publik, karena organisasi pemerintah 
memerlukan penerapan AI yang relevan, tertib, bertanggung jawab, dan tidak sekadar 
mengikuti tren. 

Bab ini juga penting karena studi kasus yang dibahas perlu benar-benar menunjukkan 
keluasan konteks AI di sektor publik. AI dalam pemerintahan tidak hanya relevan untuk 
urusan administratif yang rutin. AI juga dapat terkait dengan layanan publik, pengelolaan 
pengaduan masyarakat, penguatan pengetahuan internal organisasi, dukungan analisis 
kebijakan, pengawasan, kesehatan, hukum, dan regulasi. Dengan menempatkan studi 
kasus secara lintas sektor, pembaca dapat melihat bahwa AI bukan hanya alat untuk 
mempercepat pekerjaan administratif, tetapi dapat pula membantu organisasi menghadapi 
persoalan yang lebih substantif. Namun, pada saat yang sama, pembaca juga akan melihat 
bahwa semakin substantif suatu konteks, biasanya semakin besar pula kebutuhan akan 
kehati-hatian, pengawasan manusia, kualitas data, dan tata kelola yang memadai. 

Selain studi kasus, bab ini juga membahas pelaporan hasil integrasi AI. Ini merupakan 
bagian yang sangat penting dalam organisasi pemerintah. Sebuah inisiatif AI tidak cukup 
hanya dijalankan; hasilnya juga perlu dijelaskan dengan baik. Organisasi perlu dapat 
menerangkan apa yang diintegrasikan, apa manfaat yang diperoleh, apa tantangan yang 
muncul, apa keterbatasannya, dan apa tindak lanjut yang disarankan. Pelaporan semacam 
ini penting untuk akuntabilitas, pembelajaran organisasi, komunikasi dengan pimpinan, dan 
koordinasi lintas unit. Tanpa pelaporan yang baik, suatu inisiatif AI akan sulit menjadi 
pembelajaran kelembagaan yang lebih luas. Ia hanya akan tinggal sebagai pengalaman 
terbatas pada tim tertentu. 

Lebih jauh lagi, bab ini diarahkan untuk membantu pembaca menyusun langkah nyata 
melalui roadmap dan rencana aksi. Ini penting karena salah satu tantangan terbesar dalam 
adopsi AI di instansi pemerintah bukan hanya memahami AI, tetapi menentukan apa yang 
harus dilakukan lebih dulu, apa yang harus disiapkan, dan apa yang realistis untuk 
dicapai dalam jangka pendek sampai menengah. Organisasi sering berada di antara dua 
kecenderungan yang sama-sama kurang sehat. Kecenderungan pertama adalah terlalu 
ambisius, ingin langsung membangun banyak hal sekaligus tanpa pondasi yang cukup. 
Kecenderungan kedua adalah terlalu ragu, sehingga AI hanya dibicarakan tetapi tidak 
pernah masuk ke langkah kerja yang nyata. Karena itu, penyusunan roadmap 6–12 bulan 
menjadi penting. Rentang waktu ini cukup dekat untuk direncanakan secara realistis, tetapi 
cukup panjang untuk memuat tahapan penyiapan, uji coba, evaluasi, dan penyesuaian. 

 



Dalam arti itu, Bab 8 merupakan penutup yang menyatukan seluruh isi buku. Bab ini 
menghubungkan pemahaman konseptual dengan kebutuhan praktis instansi. Pembaca tidak 
lagi hanya diajak memahami AI sebagai teknologi, tetapi juga sebagai pilihan organisasi 
yang perlu dibaca dari sudut masalah, manfaat, data, proses, risiko, tata kelola, kebijakan, 
evaluasi, dan langkah tindak lanjut. Di titik ini, pertanyaan utama bukan lagi “apa itu AI”, 
melainkan “bagaimana saya membaca peluang dan keterbatasannya dengan baik, lalu 
menyusun langkah yang masuk akal untuk organisasi saya”. 

Dengan demikian, tujuan pendahuluan bab ini adalah menyiapkan cara pandang pembaca 
sebelum masuk ke pembahasan yang lebih konkret. Pembaca akan diajak terlebih dahulu 
memahami bagaimana studi kasus AI sektor publik seharusnya dibaca, lalu melihat 
contoh-contoh lintas sektor dengan cara yang kritis dan kontekstual, kemudian belajar 
bagaimana hasil integrasi AI dapat dilaporkan secara tertib, dan akhirnya menyusun 
roadmap serta rencana aksi untuk instansi masing-masing. Melalui alur itu, bab ini 
diharapkan tidak hanya menjadi penutup isi buku, tetapi juga menjadi jembatan menuju 
tindakan nyata yang lebih terarah. 

8.2 Studi kasus AI sektor publik 
Studi kasus sering menjadi bagian yang paling menarik dalam pembelajaran AI. Melalui 
studi kasus, pembaca dapat melihat bagaimana sebuah gagasan diterapkan dalam situasi 
yang lebih nyata. Istilah-istilah yang sebelumnya terasa konseptual mulai terlihat bentuk 
konkretnya. Pembaca dapat membayangkan bagaimana AI digunakan untuk membantu 
layanan, menganalisis informasi, membaca dokumen, atau mendukung proses kerja 
organisasi. Karena itu, studi kasus sering menjadi titik ketika materi terasa lebih dekat 
dengan kebutuhan lapangan. 

Namun, justru karena studi kasus terasa konkret dan menarik, ada risiko bahwa pembaca 
membacanya secara terlalu cepat. Sebuah contoh yang tampak berhasil dapat dengan 
mudah menimbulkan kesan bahwa pendekatan yang sama tinggal ditiru. Dalam konteks 
sektor publik, cara membaca seperti ini tidak cukup. Studi kasus AI perlu dibaca dengan 
lebih hati-hati, lebih kritis, dan lebih kontekstual. Tujuannya bukan sekadar mengetahui apa 
yang dilakukan organisasi lain, tetapi memahami mengapa pendekatan itu dipilih, dalam 
kondisi seperti apa ia bisa berjalan, dan apa yang perlu disesuaikan bila ingin 
diterapkan pada konteks yang berbeda. 

Hal ini penting karena AI di sektor publik tidak pernah berdiri sendiri. Setiap penerapan AI 
selalu terhubung dengan: 

●​ masalah organisasi yang ingin dibantu, 
●​ proses kerja yang sudah ada, 
●​ kualitas dan struktur data, 
●​ kebutuhan tata kelola, 
●​ kapasitas sumber daya manusia, 
●​ serta batas risiko yang bisa diterima. 

 



Dua organisasi bisa sama-sama menggunakan AI untuk tugas yang tampak mirip, tetapi 
hasilnya bisa sangat berbeda karena pondasi organisasinya berbeda. Sebuah instansi 
mungkin berhasil membangun asisten pengetahuan internal karena dokumen resminya 
sudah rapi, metadata-nya cukup tertata, dan pengguna terbiasa bekerja dengan sumber 
tertulis yang terstruktur. Instansi lain mungkin belum siap melakukan hal yang sama karena 
dokumennya tersebar, versinya tidak jelas, atau hak aksesnya belum tertata. Karena itu, 
membaca studi kasus AI dengan baik berarti membaca konteks keberhasilannya, bukan 
hanya permukaan teknologinya. 

Salah satu cara paling sehat untuk membaca studi kasus AI sektor publik adalah dengan 
tidak langsung terpaku pada nama teknologinya. seringkali pembaca terlalu cepat bertanya: 
model apa yang dipakai, platform apa yang digunakan, atau apakah sistem itu 
menggunakan chatbot, machine learning, retrieval, atau agentic AI. Pertanyaan seperti itu 
memang ada gunanya, tetapi bukan pertanyaan pertama yang paling penting. Pertanyaan 
pertama justru adalah: masalah apa yang sedang dibantu oleh studi kasus ini? Bila 
pertanyaan ini tidak dijawab dengan jelas, maka pembaca akan mudah terjebak menilai 
solusi dari luar, tanpa memahami kebutuhan yang sebenarnya ingin dijawab. 

Masalah organisasi adalah titik masuk yang paling penting. Sebuah chatbot layanan publik, 
misalnya, tidak seharusnya dibaca hanya sebagai “contoh penggunaan chatbot”. Yang perlu 
dipahami adalah masalah apa yang melatarbelakanginya. Apakah organisasi menghadapi 
pertanyaan berulang yang sangat banyak? Apakah masyarakat kesulitan menemukan 
informasi dasar? Apakah petugas layanan terlalu terbebani oleh pertanyaan sederhana yang 
sebenarnya bisa dijawab melalui sumber yang sudah tersedia? Tanpa memahami masalah 
seperti ini, teknologi yang dipakai hanya akan terlihat seperti lapisan luar. 

Setelah masalahnya dipahami, pembaca perlu melihat tujuan penggunaannya. Ini juga 
penting, karena satu jenis solusi AI dapat dipakai untuk tujuan yang sangat berbeda. 
Sebuah sistem ringkasan dokumen, misalnya, bisa digunakan untuk membantu orientasi 
awal pegawai, membantu penyusunan briefing pimpinan, atau membantu triase dokumen 
masuk. Ketiga tujuan ini terdengar serupa, tetapi sesungguhnya menuntut kualitas, format 
keluaran, dan pengawasan manusia yang berbeda. Dengan melihat tujuan secara jelas, 
pembaca akan lebih mudah memahami mengapa desain solusi tertentu dipilih. 

Langkah berikutnya adalah memperhatikan siapa penggunanya. Dalam studi kasus sektor 
publik, pengguna AI bisa sangat beragam. Ada solusi yang dirancang untuk masyarakat 
umum, ada yang ditujukan untuk petugas layanan, ada yang dipakai analis kebijakan, ada 
yang dipakai pengawas internal, ada pula yang ditujukan untuk pimpinan atau staf 
administratif. Kelompok pengguna ini penting karena akan mempengaruhi banyak hal, 
seperti: 

●​ bentuk antarmuka, 
●​ jenis bantuan yang dibutuhkan, 
●​ tingkat literasi digital, 
●​ cara hasil AI dibaca, 
●​ dan tingkat pengawasan yang harus disiapkan. 

 



Suatu studi kasus akan sulit dipahami dengan benar bila pembaca tidak melihat siapa 
sebenarnya yang menerima manfaat langsung dari sistem tersebut. Chatbot layanan publik, 
misalnya, harus dibaca secara berbeda dari asisten pengetahuan internal untuk pegawai. 
Yang satu menyentuh komunikasi dengan masyarakat, sedangkan yang lain lebih dekat ke 
efisiensi dan konsistensi kerja internal. Meskipun sama-sama dapat disebut “asisten AI”, 
tuntutan terhadap keduanya berbeda. 

Hal lain yang juga sangat penting adalah membaca data dan sumber informasi yang 
menopang studi kasus tersebut. Dalam banyak contoh AI sektor publik, keberhasilan solusi 
sangat ditentukan oleh kualitas sumbernya. Sebuah asisten pengetahuan tidak akan 
berguna bila dokumen sumbernya tidak resmi, tidak mutakhir, atau tidak tertata. Sebuah 
analitik pengaduan tidak akan membantu banyak bila datanya tidak cukup bersih, 
kategorinya tidak konsisten, atau makna tiap atribut tidak jelas. Sebuah sistem deteksi 
anomali tidak akan relevan bila data historisnya terlalu lemah atau proses bisnisnya berubah 
terlalu cepat. 

Karena itu, membaca studi kasus dengan baik berarti bertanya: pondasi datanya seperti 
apa? Apakah data itu sudah ada sebelum AI dibangun, atau justru harus dibenahi dulu? 
Apakah sumber yang dipakai cukup dapat dipercaya? Apakah ada kerja penataan data yang 
justru lebih besar daripada pembangunan modelnya? Dalam banyak kasus di sektor publik, 
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini lebih menentukan keberhasilan daripada 
kecanggihan algoritmanya sendiri. 

Selain data, pembaca juga perlu memahami posisi AI di dalam alur kerja. Ini sering 
diabaikan ketika orang membaca studi kasus. Perhatian biasanya terlalu tertuju pada hasil 
akhir, padahal yang sangat menentukan justru bagaimana AI ditempatkan di proses kerja 
nyata. Apakah AI dipakai untuk tahap awal saja, misalnya triase atau orientasi awal? 
Apakah AI memberi rekomendasi yang masih harus diperiksa? Apakah AI hanya membantu 
mencari sumber, sementara penilaian akhir tetap ada pada manusia? Atau justru AI 
ditempatkan terlalu dekat dengan tahap yang sensitif? 

Pertanyaan seperti ini penting karena keberhasilan studi kasus AI tidak hanya ditentukan 
oleh kecerdasan sistem, tetapi juga oleh ketepatan penempatannya dalam workflow. 
Solusi yang sama bisa sangat membantu bila ditempatkan pada tahap yang benar, tetapi 
menjadi bermasalah bila ditempatkan terlalu jauh tanpa kontrol manusia yang cukup. 

Dalam membaca studi kasus AI sektor publik, pembaca juga perlu peka terhadap risiko dan 
keterbatasan. Ini sangat penting agar studi kasus tidak dibaca seperti kisah sukses yang 
bersih tanpa tantangan. Setiap penerapan AI selalu membawa keterbatasan, misalnya: 

●​ kualitas sumber yang belum sempurna, 
●​ hasil yang masih perlu verifikasi, 
●​ potensi bias pada data, 
●​ risiko kebocoran informasi, 
●​ kesulitan integrasi, 
●​ resistensi pengguna, 
●​ atau keterbatasan sumber daya untuk memelihara sistem. 



Studi kasus yang baik justru bukan yang tampak sempurna, tetapi yang membantu pembaca 
memahami bagaimana organisasi menghadapi keterbatasan tersebut. Dalam konteks 
pembelajaran, kegagalan kecil, koreksi, penyesuaian, dan pembatasan ruang lingkup 
seringkali justru lebih berharga daripada sekadar deskripsi keberhasilan yang terlalu umum. 

Karena itu, pembaca perlu membiasakan diri membaca studi kasus dengan pertanyaan 
seperti: 

●​ Apa yang tampaknya berhasil? 
●​ Apa yang masih dibatasi? 
●​ Di titik mana manusia tetap harus masuk? 
●​ Risiko apa yang mungkin masih ada? 
●​ Bagian mana yang tampak kuat, dan bagian mana yang tampaknya masih rapuh? 

Pendekatan seperti ini akan membuat studi kasus menjadi sumber pembelajaran yang lebih 
jujur dan lebih berguna. 

Ada hal lain yang juga tidak kalah penting, yaitu membedakan antara studi kasus yang 
relevan dan studi kasus yang hanya menarik secara teknologi. Dalam praktik, 
organisasi sering terkesan pada contoh AI yang terdengar canggih, tetapi belum tentu 
relevan dengan kebutuhan instansinya. Misalnya, sebuah contoh agentic AI multi-langkah 
mungkin terdengar mengesankan, tetapi belum tentu menjadi prioritas bagi instansi yang 
pondasi dokumennya saja belum tertata. Sebaliknya, studi kasus yang tampak lebih 
sederhana—misalnya asisten pengetahuan internal berbasis dokumen resmi—bisa jauh 
lebih relevan dan lebih realistis untuk menjadi langkah awal. 

Karena itu, ketika membaca studi kasus, pembaca perlu bertanya: apakah ini cocok untuk 
konteks saya sekarang? Bukan dalam arti apakah teknologinya tersedia, tetapi apakah: 

●​ masalahnya serupa, 
●​ pondasi datanya cukup mirip, 
●​ tingkat risiko bisa diterima, 
●​ dan organisasi memiliki kapasitas untuk memeliharanya. 

Pertanyaan ini penting agar studi kasus tidak memicu ambisi yang tidak realistis, tetapi 
justru membantu organisasi menemukan arah yang paling masuk akal. 

Dalam konteks sektor publik Indonesia, studi kasus juga perlu dibaca dengan 
memperhatikan keselarasan dengan nilai publik dan tata kelola. Artinya, pembaca tidak 
hanya menilai apakah solusi itu efisien, tetapi juga: 

●​ apakah ada pengawasan manusia, 
●​ apakah sumber dan data dikelola dengan patut, 
●​ apakah hasilnya cukup dapat dijelaskan, 
●​ apakah risiko keamanannya dipikirkan, 
●​ dan apakah pendekatannya cukup selaras dengan prinsip kebermanfaatan, 

akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan data. 



Dengan demikian, membaca studi kasus AI sektor publik tidak boleh hanya berpusat pada 
“apakah AI ini canggih”, tetapi harus juga mencakup “apakah AI ini dikelola secara 
bertanggung jawab”. 

Satu hal yang juga penting adalah melihat apa yang bisa dipelajari untuk tindakan 
selanjutnya. Tujuan akhir membaca studi kasus bukan mengagumi solusi orang lain, 
melainkan mengambil pelajaran yang bisa diterjemahkan ke langkah nyata di instansi 
sendiri. Karena itu, setelah membaca satu studi kasus, pembaca sebaiknya sampai pada 
pertanyaan: 

●​ pelajaran apa yang paling relevan bagi organisasi saya, 
●​ prasyarat apa yang perlu saya siapkan, 
●​ bagian mana yang realistis untuk saya mulai, 
●​ dan bagian mana yang belum layak saya tiru sekarang. 

Inilah yang membuat studi kasus menjadi jembatan antara pembelajaran dan rencana aksi. 

Secara ringkas, studi kasus AI sektor publik sebaiknya dibaca dengan memperhatikan 
beberapa hal pokok: 

●​ masalah yang ingin dibantu, 
●​ tujuan penggunaan, 
●​ siapa penggunanya, 
●​ data dan sumber yang dipakai, 
●​ posisi AI dalam workflow, 
●​ risiko dan keterbatasannya, 
●​ serta relevansi dan pelajarannya bagi instansi sendiri. 

Namun, yang lebih penting daripada daftar ini adalah sikap membacanya. Pembaca perlu 
bersikap kritis, kontekstual, dan tidak tergesa-gesa. Studi kasus bukan pameran teknologi, 
melainkan bahan refleksi untuk memahami bagaimana AI bekerja dalam organisasi yang 
nyata, dengan segala batas, syarat, dan tanggung jawabnya. 

Dengan cara membaca seperti ini, pembaca akan lebih siap memasuki subbagian 
berikutnya yang berisi studi kasus lintas sektor. Studi kasus-studi kasus itu tidak akan 
dibaca sekadar sebagai contoh yang menarik, tetapi sebagai bahan untuk melihat 
bagaimana AI digunakan dalam konteks layanan publik, pengaduan masyarakat, 
pengetahuan internal, analisis kebijakan, pengawasan, kesehatan, serta hukum dan 
regulasi, dan apa pelajaran yang bisa dibawa pulang untuk instansi masing-masing. 

8.3 Studi kasus lintas sektor 
Pada bagian ini, studi kasus disajikan bukan untuk ditiru begitu saja, melainkan untuk 
membantu pembaca melihat bagaimana AI dapat digunakan dalam konteks sektor publik 
yang berbeda-beda. Setiap studi kasus perlu dibaca dengan pertanyaan yang telah dibahas 
pada subbagian sebelumnya: masalah apa yang dibantu, siapa penggunanya, data apa 
yang dipakai, bagaimana AI ditempatkan dalam workflow, apa risikonya, dan apa pelajaran 
yang bisa dibawa ke instansi sendiri. 



Studi kasus dalam bagian ini sengaja dibuat lintas sektor. Tujuannya agar pembaca tidak 
melihat AI hanya sebagai alat administratif, tetapi sebagai kemampuan yang juga dapat 
masuk ke layanan publik, pengelolaan pengetahuan, analisis kebijakan, pengawasan, 
kesehatan, dan hukum atau regulasi. Namun, justru karena konteksnya lebih luas, pembaca 
juga perlu lebih peka bahwa tiap sektor memiliki tuntutan tata kelola, kualitas data, 
sensitivitas risiko, dan kebutuhan pengawasan manusia yang berbeda. 

8.3.1 Chatbot atau asisten layanan publik 

Salah satu bentuk penerapan AI yang paling mudah dibayangkan di sektor publik 
adalah chatbot atau asisten layanan publik. Studi kasus seperti ini biasanya 
muncul ketika organisasi menghadapi pertanyaan berulang dari masyarakat, 
misalnya tentang: 

●​ persyaratan layanan, 
●​ prosedur administrasi, 
●​ jadwal, 
●​ alur pengajuan, 
●​ dokumen yang diperlukan, 
●​ atau status umum suatu layanan. 

Masalah yang ingin dibantu di sini biasanya bukan keputusan substantif yang rumit, 
melainkan beban komunikasi awal yang besar dan berulang. Petugas layanan sering 
harus menjawab pertanyaan yang sama berkali-kali, sementara masyarakat 
membutuhkan jawaban yang cepat, mudah dipahami, dan tersedia di luar jam 
interaksi langsung. 

Dalam konteks seperti ini, AI dapat dipakai untuk membantu menjawab pertanyaan 
awal berbasis sumber resmi. Solusi yang paling sehat biasanya bukan chatbot yang 
dibiarkan menjawab semua hal secara bebas, melainkan chatbot yang: 

●​ bertumpu pada basis pengetahuan resmi, 
●​ dibatasi pada ruang lingkup informasi layanan, 
●​ dapat menampilkan atau menautkan sumber, 
●​ dan memiliki jalur eskalasi ke petugas manusia bila pertanyaan di luar 

cakupan atau terlalu ambigu. 

Pelajaran utama dari studi kasus semacam ini adalah bahwa keberhasilan chatbot 
layanan publik sangat bergantung pada kualitas pengetahuan layanan. Jika 
jawaban resmi belum tertata, informasi antarunit tidak konsisten, atau dokumen 
prosedur tidak mutakhir, maka chatbot akan cepat kehilangan nilai. Dalam situasi 
seperti itu, masalah utamanya bukan teknologi chatbot, melainkan pondasi 
informasinya. 

 



Dari sudut tata kelola, studi kasus ini juga mengajarkan bahwa chatbot layanan 
publik sebaiknya ditempatkan sebagai lapisan bantuan awal, bukan pengganti 
petugas. Pengawasan manusia tetap penting, terutama untuk: 

●​ kasus khusus, 
●​ pertanyaan yang menyangkut pengecualian, 
●​ keluhan, 
●​ atau persoalan yang dapat menimbulkan salah tafsir bila dijawab terlalu 

singkat. 

Bagi instansi, studi kasus ini cocok dibaca sebagai pilihan awal bila: 

●​ pertanyaan masyarakat sangat sering berulang, 
●​ pengetahuan layanannya cukup terdokumentasi, 
●​ dan organisasi siap menjaga kualitas sumber secara rutin. 

8.3.2 Analitik pengaduan masyarakat 

Studi kasus kedua adalah analitik pengaduan masyarakat. Ini relevan untuk 
organisasi yang menerima banyak pengaduan, aspirasi, atau masukan publik melalui 
berbagai kanal, seperti: 

●​ formulir daring, 
●​ email, 
●​ media sosial, 
●​ call center, 
●​ atau aplikasi layanan pengaduan. 

Masalah yang sering muncul dalam konteks ini adalah volume data yang besar, isi 
aduan yang beragam, bahasa yang tidak selalu rapi, dan kesulitan membaca pola 
secara cepat. Petugas bisa kewalahan bila harus membaca semua aduan satu per 
satu hanya untuk mengetahui: 

●​ isu apa yang paling sering muncul, 
●​ wilayah mana yang paling banyak dikeluhkan, 
●​ topik mana yang perlu ditindaklanjuti lebih cepat, 
●​ atau jenis masalah apa yang meningkat dalam periode tertentu. 

Dalam konteks seperti ini, AI dapat digunakan untuk membantu: 

●​ pengelompokan tema aduan, 
●​ ekstraksi isu dominan, 
●​ ringkasan pola keluhan, 
●​ prioritisasi awal, 
●​ atau identifikasi lonjakan topik tertentu. 

 



Namun, studi kasus ini perlu dibaca dengan hati-hati. Aduan masyarakat sering 
mengandung: 

●​ bahasa tidak baku, 
●​ emosi, 
●​ konteks lokal, 
●​ dan informasi yang tidak lengkap.​

 Karena itu, AI tidak boleh langsung diposisikan sebagai penentu final atas 
validitas atau prioritas penanganan. Yang paling sehat adalah menempatkan 
AI sebagai alat bantu untuk membaca pola awal, sementara keputusan 
tindak lanjut tetap berada pada manusia. 

Pelajaran penting dari studi kasus ini adalah bahwa AI sangat membantu ketika 
volume aduan tinggi, tetapi kualitas hasilnya akan sangat dipengaruhi oleh: 

●​ konsistensi kategori, 
●​ mutu data historis, 
●​ kualitas label bila ada klasifikasi sebelumnya, 
●​ dan kemampuan organisasi menangkap koreksi dari petugas. 

Studi kasus ini juga penting untuk memperlihatkan bahwa AI dapat memberi nilai 
pada pengelolaan suara publik, bukan hanya pada administrasi internal. Namun, 
justru karena menyangkut masyarakat, fairness, akuntabilitas, dan integritas 
informasi harus dijaga kuat. Organisasi perlu waspada agar AI tidak: 

●​ mengabaikan isu minoritas yang penting, 
●​ terlalu menonjolkan kata-kata tertentu tanpa konteks, 
●​ atau membentuk prioritas hanya karena pola teks, bukan karena substansi 

persoalan. 

8.3.3 Ringkasan dokumen dan asisten pengetahuan internal 

Studi kasus ketiga adalah ringkasan dokumen dan asisten pengetahuan internal. 
Ini adalah salah satu use case yang sangat relevan bagi banyak instansi, karena 
organisasi pemerintah bekerja dengan volume dokumen yang besar, seperti: 

●​ regulasi, 
●​ pedoman internal, 
●​ SOP, 
●​ notulensi, 
●​ surat, 
●​ bahan rapat, 
●​ laporan, 
●​ dan naskah kebijakan. 

 



Masalah yang sering dihadapi adalah pegawai membutuhkan waktu lama untuk: 

●​ menemukan dokumen yang benar, 
●​ memahami isi dokumen yang panjang, 
●​ membandingkan beberapa sumber, 
●​ atau memastikan bahwa yang mereka baca adalah versi yang resmi dan 

mutakhir. 

Dalam konteks seperti ini, AI dapat membantu dalam dua bentuk utama. Pertama, 
ringkasan dokumen, yaitu membantu pengguna memperoleh orientasi awal 
terhadap isi dokumen panjang. Kedua, asisten pengetahuan internal, yaitu 
membantu pengguna menemukan jawaban atau rujukan awal dari kumpulan 
dokumen resmi yang tersedia. 

Studi kasus ini sangat kuat sebagai langkah awal adopsi AI, tetapi juga sangat 
menuntut kesiapan pondasi. Keberhasilan solusi seperti ini biasanya sangat 
bergantung pada: 

●​ kerapian repositori dokumen, 
●​ kejelasan versi resmi, 
●​ mutu metadata, 
●​ pengaturan hak akses, 
●​ dan kedisiplinan organisasi dalam memperbarui sumber. 

Pelajaran penting dari studi kasus ini adalah bahwa AI di sini bukan hanya memberi 
jawaban, tetapi juga memaksa organisasi lebih tertib dalam mengelola pengetahuan. 
Banyak instansi baru menyadari kelemahan pengelolaan dokumennya ketika 
mencoba membangun asisten pengetahuan. Misalnya: 

●​ dokumen tersebar di banyak tempat, 
●​ tidak jelas mana yang final, 
●​ struktur judul dan metadata tidak konsisten, 
●​ atau akses antar unit tidak seragam. 

Dalam arti itu, studi kasus ini sering memberi manfaat ganda. Selain memberi 
bantuan langsung kepada pengguna, ia juga mendorong pembenahan tata kelola 
dokumen dan pengetahuan internal. Ini membuatnya sangat relevan untuk instansi 
yang ingin memulai AI dari use case yang cukup konkret, berguna, dan masih relatif 
terkendali. 

 



8.3.4 Dukungan analisis kebijakan 

Studi kasus berikutnya adalah dukungan analisis kebijakan. Ini adalah contoh 
penting untuk menunjukkan bahwa AI tidak hanya relevan bagi layanan administratif, 
tetapi juga bagi pekerjaan substantif yang lebih dekat ke analisis dan perumusan 
kebijakan. 

Dalam konteks ini, masalah yang dihadapi biasanya bukan sekadar volume 
dokumen, tetapi juga kompleksitas bahan. Seorang analis atau tim kebijakan sering 
harus membaca: 

●​ berbagai rancangan dokumen, 
●​ regulasi yang saling terkait, 
●​ masukan dari banyak pihak, 
●​ catatan rapat, 
●​ data pendukung, 
●​ dan bahan pembanding dari sumber lain. 

AI dapat membantu pada tahap-tahap tertentu, misalnya: 

●​ merangkum dokumen panjang, 
●​ memetakan isu utama, 
●​ membandingkan dua atau lebih naskah, 
●​ mengelompokkan masukan publik, 
●​ atau menyusun ringkasan awal poin-poin kebijakan. 

Namun, studi kasus ini sangat penting untuk dibaca dengan kehati-hatian tinggi. 
Dalam analisis kebijakan, AI tidak boleh diposisikan sebagai pengganti nalar analitis 
manusia. AI dapat membantu mempercepat orientasi awal atau sintesis awal, tetapi: 

●​ penafsiran kebijakan, 
●​ pertimbangan implikasi, 
●​ pembacaan konteks politik dan kelembagaan, 
●​ serta keputusan analitis​

 tetap memerlukan manusia. 

Pelajaran utama dari studi kasus ini adalah bahwa AI paling berguna bila 
ditempatkan untuk membantu mengurangi beban awal membaca dan menyusun 
bahan, bukan mengambil alih penilaian kebijakan itu sendiri. Bila organisasi 
mencoba melangkah terlalu jauh, risiko utamanya adalah: 

●​ penyederhanaan berlebihan, 
●​ hilangnya nuansa penting, 
●​ dan ketergantungan pada ringkasan yang terlihat rapi tetapi belum tentu setia 

pada kompleksitas persoalan. 

Karena itu, studi kasus ini mengajarkan pentingnya batas peran AI dalam pekerjaan 
substantif. AI dapat mempercepat, tetapi tidak boleh mengaburkan tanggung jawab 
intelektual dan kelembagaan. 



8.3.5 Deteksi anomali untuk pengawasan 

Studi kasus lain yang penting adalah deteksi anomali untuk pengawasan. Ini 
relevan bagi organisasi yang memiliki fungsi pengawasan internal, audit, 
pemeriksaan, atau pemantauan kepatuhan proses. Masalah yang sering dihadapi di 
sini adalah jumlah data atau transaksi yang besar, sementara perhatian manusia 
terbatas. Dalam kondisi seperti itu, AI dapat membantu mengenali pola yang tidak 
lazim, misalnya: 

●​ deviasi dari pola normal, 
●​ lonjakan yang tidak biasa, 
●​ ketidaksesuaian antar atribut, 
●​ atau pola perilaku yang berbeda dari kecenderungan umum. 

Studi kasus seperti ini sering terdengar sangat menarik, karena tampak seperti AI 
dapat “menemukan masalah tersembunyi”. Namun, justru di sinilah pembaca perlu 
kritis. Deteksi anomali tidak sama dengan pembuktian kesalahan. Sistem hanya 
membantu menandai sesuatu yang tidak biasa. Yang ditandai belum tentu salah, dan 
yang tidak ditandai belum tentu benar-benar aman. 

Pelajaran utama dari studi kasus ini adalah bahwa AI pada pengawasan sebaiknya 
diposisikan sebagai alat bantu prioritisasi dan orientasi awal, bukan sebagai 
penentu akhir. Hasil AI perlu dibaca sebagai sinyal, yang kemudian ditelaah lebih 
lanjut oleh manusia dengan mempertimbangkan konteks, bukti tambahan, dan 
aturan yang berlaku. 

Studi kasus ini juga menunjukkan pentingnya kualitas data dan pemahaman proses 
bisnis. Tanpa pemahaman proses yang baik, AI bisa terlalu banyak menandai hal-hal 
yang sebenarnya wajar. Sebaliknya, tanpa data historis yang cukup representatif, AI 
bisa gagal mengenali pola yang sesungguhnya perlu diperhatikan. 

Bagi instansi, studi kasus ini sangat relevan bila ada kebutuhan memperkuat 
pengawasan atau pemantauan dengan volume data yang besar. Namun, 
pendekatannya harus hati-hati, bertahap, dan sangat kuat pada sisi verifikasi 
manusia. 

 



8.3.6 Contoh di sektor kesehatan 

Sektor kesehatan memberi contoh yang sangat baik bahwa AI dapat membantu 
pekerjaan yang lebih substantif dan berdampak tinggi, tetapi sekaligus menunjukkan 
mengapa tata kelola dan kehati-hatian menjadi jauh lebih penting. Dalam konteks 
kesehatan, AI bisa membantu pada banyak hal, misalnya: 

●​ ringkasan catatan atau dokumen medis, 
●​ pengelompokan administrasi layanan, 
●​ orientasi awal terhadap informasi pasien, 
●​ deteksi pola tertentu dari data operasional, 
●​ atau dukungan triase administratif dan informasi. 

Namun, studi kasus kesehatan perlu dibaca dengan sangat hati-hati. Data kesehatan 
bersifat sensitif, konteks klinis sangat kompleks, dan dampak kesalahan bisa lebih 
besar daripada di banyak sektor lain. Karena itu, pelajaran utama dari studi kasus 
kesehatan bukan hanya bahwa AI bisa membantu, tetapi bahwa bantuan itu harus 
ditempatkan dalam batas yang jelas. 

Dalam banyak konteks kesehatan, AI lebih aman bila dipakai untuk: 

●​ mendukung dokumentasi, 
●​ membantu pembacaan awal, 
●​ atau mengurangi beban administratif dan pengetahuan,​

 daripada langsung diposisikan dekat dengan keputusan klinis final. 

Studi kasus kesehatan juga penting untuk menunjukkan bahwa semakin tinggi 
sensitivitas sektor, semakin penting: 

●​ perlindungan data, 
●​ pengawasan manusia, 
●​ kualitas sumber, 
●​ validasi, 
●​ dan batas ruang lingkup penggunaan AI. 

Bagi pembaca lintas sektor, studi kasus kesehatan mengingatkan bahwa AI yang 
tampak berguna belum tentu langsung layak dipakai luas bila konsekuensi 
kesalahannya tinggi. 

 



8.3.7 Contoh di sektor hukum dan regulasi 

Sektor hukum dan regulasi juga sangat relevan untuk menunjukkan bahwa AI dapat 
membantu pekerjaan yang bersifat substantif, tetapi tidak boleh dipahami secara 
serampangan. Dalam konteks ini, AI dapat membantu: 

●​ pencarian dokumen hukum atau regulasi, 
●​ perbandingan naskah, 
●​ ringkasan aturan, 
●​ pengelompokan isu regulatif, 
●​ atau orientasi awal terhadap keterkaitan beberapa ketentuan. 

Manfaat AI di sektor ini terutama muncul pada beban membaca dan menavigasi 
banyak dokumen. Pegawai sering membutuhkan bantuan untuk cepat menemukan: 

●​ aturan yang relevan, 
●​ keterkaitan antar dokumen, 
●​ perubahan redaksi, 
●​ atau isu utama dalam suatu naskah. 

Namun, studi kasus hukum dan regulasi harus dibaca dengan kedisiplinan yang 
tinggi. Risiko utamanya adalah bahwa ringkasan AI atau jawaban AI terlihat 
meyakinkan, padahal: 

●​ mungkin tidak menangkap pengecualian penting, 
●​ tidak menampilkan konteks norma secara utuh, 
●​ atau terlalu menyederhanakan hubungan antar ketentuan. 

Karena itu, pelajaran utama di sektor ini adalah bahwa AI dapat sangat membantu 
sebagai alat navigasi dan orientasi awal, tetapi: 

●​ penafsiran hukum, 
●​ pembacaan norma, 
●​ dan penentuan implikasi regulatif​

 tetap harus berada di bawah penilaian manusia. 

Studi kasus ini juga penting untuk menunjukkan nilai besar dari asisten pengetahuan 
berbasis sumber resmi. Bila corpus hukum dan regulasi tertata baik, AI dapat 
membantu pengguna menemukan dasar yang relevan lebih cepat. Tetapi bila 
sumber tidak tertata, risiko salah rujuk juga meningkat. 

 



Dari seluruh studi kasus lintas sektor ini, ada beberapa pelajaran umum yang dapat 
diambil. 

●​ Pertama, AI paling berguna ketika membantu masalah yang jelas dan 
berulang, atau membantu mengurangi beban awal dalam membaca, 
mencari, mengelompokkan, atau menyusun bahan. 

●​ Kedua, keberhasilan AI sangat bergantung pada pondasi yang tidak selalu 
terlihat dari luar, terutama kualitas data, kualitas dokumen, kejelasan 
sumber resmi, struktur proses bisnis, dan kesiapan pengguna. 

●​ Ketiga, AI sektor publik jarang sehat bila diposisikan sebagai pengganti 
manusia. Peran yang lebih realistis dan lebih aman adalah sebagai: 

●​ bantuan orientasi awal, 
●​ bantuan pencarian, 
●​ bantuan pengelompokan, 
●​ bantuan penyusunan bahan awal, 
●​ atau sinyal awal untuk perhatian manusia. 

●​ Keempat, semakin substantif dan sensitif suatu sektor, semakin besar 
kebutuhan akan: 

●​ validasi, 
●​ pengawasan manusia, 
●​ dokumentasi, 
●​ dan pembatasan ruang lingkup. 

●​ Kelima, studi kasus yang tampak paling sederhana kadang justru yang paling 
realistis untuk dijadikan langkah awal. Sebaliknya, studi kasus yang terdengar 
paling canggih belum tentu menjadi prioritas yang paling tepat bagi instansi 
yang pondasi datanya belum siap. 

Dengan cara membaca seperti ini, studi kasus menjadi alat pembelajaran yang kuat. 
Pembaca tidak hanya melihat contoh penerapan AI, tetapi juga belajar menilai: 

●​ apa yang membuat suatu pendekatan layak, 
●​ apa yang perlu disiapkan, 
●​ dan apa yang perlu dibatasi agar AI benar-benar berguna dan tetap 

terkendali. 

 



8.4 Pelaporan hasil integrasi AI 
Salah satu hal yang sering kurang diperhatikan dalam penerapan AI di organisasi adalah 
pelaporan hasil integrasi. Banyak perhatian tercurah pada tahap awal, yaitu memilih use 
case, menyiapkan data, mencoba model, membangun prototipe, atau mengintegrasikan 
solusi ke dalam workflow. Namun, setelah sistem mulai berjalan, organisasi kadang tidak 
memiliki cara yang cukup baik untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah dilakukan, apa 
manfaat yang sudah muncul, apa keterbatasannya, dan apa tindak lanjut yang perlu diambil. 
Padahal, dalam sektor publik, pelaporan bukan sekadar kegiatan administratif. Pelaporan 
adalah bagian dari akuntabilitas, pembelajaran organisasi, komunikasi dengan pimpinan, 
dan dasar pengambilan keputusan untuk langkah berikutnya. 

Ketika sebuah solusi AI diintegrasikan ke dalam proses kerja, instansi sebenarnya sedang 
membuat perubahan organisasi. Perubahan itu bisa berupa: 

●​ perubahan cara informasi dicari, 
●​ perubahan cara dokumen diringkas, 
●​ perubahan cara aduan dibaca, 
●​ perubahan cara pegawai menyiapkan bahan, 
●​ atau perubahan cara workflow dijalankan dengan bantuan sistem. 

Karena itu, hasil integrasi AI perlu dilaporkan dengan cara yang membantu organisasi 
memahami perubahan tersebut secara utuh. Pelaporan yang baik tidak hanya menjawab 
pertanyaan “apakah sistemnya sudah jadi”, tetapi juga menjawab: 

●​ untuk masalah apa sistem itu dipakai, 
●​ bagaimana integrasinya dilakukan, 
●​ apa manfaat awal yang terlihat, 
●​ risiko apa yang muncul, 
●​ apa keterbatasan yang masih ada, 
●​ dan apa keputusan yang perlu diambil berikutnya. 

Dalam konteks pemerintahan, kemampuan melaporkan hasil integrasi AI menjadi sangat 
penting karena penggunaan AI hampir selalu menyentuh isu yang lebih luas daripada 
sekadar teknologi. AI dapat terkait dengan: 

●​ kualitas layanan, 
●​ tata kelola data, 
●​ keamanan informasi, 
●​ efektivitas kerja, 
●​ kepatuhan terhadap kebijakan, 
●​ serta kebutuhan koordinasi lintas unit.​

Tanpa pelaporan yang cukup baik, sebuah inisiatif AI mudah terlihat hanya sebagai 
eksperimen teknis yang berdiri sendiri. Padahal, bila dijelaskan dengan benar, 
inisiatif yang sama bisa dibaca sebagai bagian dari perbaikan proses, penguatan 
pengetahuan organisasi, atau langkah awal transformasi digital yang lebih terarah. 



Ada beberapa alasan utama mengapa pelaporan hasil integrasi AI perlu diberi perhatian 
khusus. 

1.​ Pertama, pelaporan penting untuk akuntabilitas. Ketika instansi memutuskan 
menggunakan AI, instansi perlu dapat menjelaskan dasar penggunaan itu. Organisasi 
perlu bisa menerangkan: 
●​ mengapa use case ini dipilih, 
●​ bagaimana sistem dirancang, 
●​ bagaimana pengawasan manusia ditempatkan, 
●​ dan apa manfaat serta batasannya.​

Tanpa penjelasan seperti ini, penggunaan AI mudah dipandang kabur, terlalu teknis, 
atau sulit dipertanggungjawabkan. 

2.​ Kedua, pelaporan penting untuk pembelajaran organisasi. Banyak implementasi AI 
berjalan bertahap. Tidak semua manfaat langsung muncul, dan tidak semua desain 
awal berjalan sempurna. Pelaporan yang baik membantu organisasi menangkap 
pembelajaran seperti: 
●​ apa yang ternyata bekerja, 
●​ apa yang tidak berjalan seperti harapan, 
●​ pondasi apa yang ternyata lebih penting dari dugaan awal, 
●​ dan bagian mana yang perlu diperbaiki sebelum sistem diperluas.​

Tanpa pelaporan, pembelajaran itu sering hanya tinggal di kepala tim tertentu dan 
sulit menjadi pengetahuan kelembagaan. 

3.​ Ketiga, pelaporan penting untuk komunikasi dengan pimpinan. Pimpinan tidak selalu 
membutuhkan rincian teknis yang mendalam, tetapi mereka perlu memahami: 
●​ mengapa inisiatif AI ini penting, 
●​ manfaat apa yang sudah tampak, 
●​ risiko apa yang sedang dijaga, 
●​ dan sumber daya atau keputusan apa yang mungkin dibutuhkan untuk tahap 

berikutnya. 
●​ Pelaporan yang baik membantu menjembatani kerja teknis dengan kebutuhan 

pengambilan keputusan organisasi. 
4.​ Keempat, pelaporan juga penting untuk koordinasi lintas unit. Solusi AI yang 

terintegrasi sering melibatkan lebih dari satu unit. Ada pemilik proses, pemilik data, 
pengelola aplikasi, pengguna, dan pihak tata kelola. Pelaporan membantu semua pihak 
memiliki gambaran yang sama tentang apa yang sudah dicapai dan apa yang masih 
perlu ditangani. 

 



8.4.1 Pelaporan bukan promosi, tetapi penjelasan yang jujur 

Salah satu kekeliruan yang cukup sering terjadi adalah menjadikan laporan hasil 
integrasi AI sebagai semacam bahan promosi. Laporan hanya menonjolkan sisi yang 
terlihat berhasil dan mengurangi perhatian pada keterbatasan, risiko, atau masalah 
yang masih berlangsung. Pendekatan seperti ini tidak sehat, terutama di sektor 
publik. Pelaporan AI yang baik harus cukup jujur. Artinya, laporan tidak hanya 
menunjukkan apa yang berhasil, tetapi juga menerangkan: 

●​ ruang lingkup sistem yang sebenarnya, 
●​ apa yang belum dapat dilakukan sistem, 
●​ apa yang masih memerlukan intervensi manusia, 
●​ dan kondisi apa saja yang membuat hasil AI belum boleh dipakai secara 

penuh. 

Kejujuran seperti ini penting bukan untuk melemahkan inisiatif AI, melainkan untuk 
menjaga kepercayaan dan kualitas keputusan organisasi. Sebuah sistem AI justru 
akan lebih mudah dipakai secara sehat bila semua pihak memahami batasnya 
dengan jelas. Sebaliknya, laporan yang terlalu optimistis tanpa nuansa dapat 
membuat pimpinan atau pengguna mengira bahwa AI sudah lebih matang daripada 
kondisi sebenarnya. 

Karena itu, pelaporan hasil integrasi AI sebaiknya bersifat jelas, proporsional, dan 
berimbang. Ia perlu menunjukkan manfaat, tetapi juga menunjukkan keterbatasan. 
Ia perlu menampilkan kemajuan, tetapi juga menjelaskan risiko dan pekerjaan 
lanjutan yang masih perlu dilakukan. 

Pada dasarnya, pelaporan hasil integrasi AI perlu membantu pembaca memahami 
empat hal pokok: 

1.​ apa yang diintegrasikan, 
2.​ mengapa diintegrasikan, 
3.​ apa yang terjadi setelah integrasi, 
4.​ dan apa langkah berikutnya. 

 



Dari empat pertanyaan pokok ini, laporan dapat disusun dengan isi yang lebih 
operasional. 

1. Latar belakang dan masalah yang dibantu 

Bagian awal laporan sebaiknya menjelaskan konteks masalah. Ini penting 
agar pembaca tidak melihat AI sebagai tujuan, tetapi sebagai alat untuk 
membantu persoalan tertentu. Penjelasan ini bisa meliputi: 

●​ masalah organisasi yang dihadapi, 
●​ hambatan pada proses sebelumnya, 
●​ alasan mengapa AI dipertimbangkan, 
●​ dan mengapa use case ini dianggap layak. 

Bagian ini membantu memperjelas bahwa integrasi AI dilakukan untuk alasan 
yang masuk akal dan relevan dengan tugas organisasi. 

2. Tujuan integrasi 

Setelah masalah dijelaskan, laporan perlu menerangkan tujuan integrasi. 
Tujuan ini bisa berupa: 

●​ mempercepat orientasi awal terhadap dokumen, 
●​ membantu menemukan sumber yang relevan, 
●​ mempercepat triase informasi, 
●​ mengurangi beban kerja repetitif, 
●​ meningkatkan konsistensi jawaban layanan, 
●​ atau membantu pembacaan awal terhadap data dan masukan publik.​

 Bagian ini penting agar manfaat yang dilaporkan nanti dapat dinilai 
terhadap tujuan yang sejak awal memang ditetapkan. 

3. Ruang lingkup solusi 

Laporan perlu menjelaskan secara cukup jelas apa yang sebenarnya 
dikerjakan oleh sistem dan apa yang tidak dikerjakan. Misalnya: 

●​ apakah AI hanya dipakai untuk ringkasan awal; 
●​ apakah AI hanya membantu retrieval berbasis dokumen; 
●​ apakah AI memberi usulan klasifikasi; 
●​ apakah AI digunakan dalam bentuk generative AI dengan prompt 

tertentu; 
●​ atau apakah AI sudah diintegrasikan ke workflow yang lebih luas.​

 Penjelasan ruang lingkup ini penting agar tidak ada kesan bahwa 
sistem mampu melakukan lebih dari yang sebenarnya. 

 



4. Komponen utama yang diintegrasikan 

Bagian ini menjelaskan secara singkat komponen yang terlibat, misalnya: 

●​ data atau dokumen sumber, 
●​ model atau layanan AI yang digunakan, 
●​ aplikasi pengguna, 
●​ pipeline atau integrasi ke sistem yang sudah ada, 
●​ serta posisi pengawasan manusia.​

Penjelasannya tidak selalu harus sangat teknis, tetapi cukup untuk 
menunjukkan bagaimana sistem bekerja secara garis besar. 

5. Hasil awal atau temuan utama 

Ini adalah bagian yang sering paling dicari pembaca. Namun, hasil awal 
sebaiknya dilaporkan secara tertib. Organisasi dapat menjelaskan: 

●​ perubahan apa yang sudah terlihat, 
●​ apakah ada percepatan proses, 
●​ apakah pengguna lebih mudah menemukan informasi, 
●​ apakah beban membaca berkurang, 
●​ apakah kualitas orientasi awal meningkat, 
●​ atau apakah ada manfaat lain yang mulai tampak.​

 Bila ada indikator kuantitatif yang relevan, dapat disertakan. Namun, 
bila data kuantitatif belum memadai, hasil kualitatif awal juga tetap 
penting, selama dijelaskan secara hati-hati. 

6. Keterbatasan dan risiko 

Bagian ini sangat penting dan tidak boleh dihilangkan. Laporan perlu 
menjelaskan: 

●​ hasil mana yang masih perlu verifikasi manusia, 
●​ di konteks apa kualitas sistem belum stabil, 
●​ batas sumber yang dipakai, 
●​ risiko privasi, keamanan, atau misuse yang perlu dijaga, 
●​ serta bagian mana yang belum layak diperluas.​

 Penjelasan seperti ini menunjukkan bahwa organisasi memahami 
sistemnya secara realistis. 

 



7. Pelajaran yang diperoleh 

Hampir setiap integrasi AI akan memberi pembelajaran. Kadang 
pembelajaran terbesar justru bukan tentang model, tetapi tentang: 

●​ kualitas data, 
●​ kebutuhan metadata, 
●​ pentingnya prompt yang baik, 
●​ perlunya koordinasi lintas unit, 
●​ atau pentingnya pengawasan manusia.​

Bagian ini sangat berharga karena menjadikan laporan sebagai alat 
pembelajaran, bukan sekadar alat pelaporan. 

8. Langkah tindak lanjut 

Laporan yang baik tidak berhenti pada deskripsi kondisi saat ini. Laporan juga 
perlu menunjukkan langkah berikutnya, misalnya: 

●​ perbaikan corpus dokumen, 
●​ pembaruan prompt, 
●​ evaluasi lanjutan, 
●​ penguatan logging, 
●​ pelatihan pengguna, 
●​ perluasan uji coba, 
●​ atau justru pembatasan ruang lingkup.​

Bagian ini penting agar laporan menjadi jembatan ke pengambilan 
keputusan. 

 



8.4.3 Pelaporan perlu disesuaikan dengan pembacanya 

Tidak semua laporan AI ditujukan untuk pembaca yang sama. Karena itu, cara 
menulis laporan juga perlu menyesuaikan siapa yang akan membacanya. 

Untuk pimpinan, laporan biasanya perlu lebih ringkas dan menekankan: 

●​ masalah yang dibantu, 
●​ manfaat utama, 
●​ risiko yang dijaga, 
●​ dan keputusan yang dibutuhkan. 

Untuk tim teknis dan pengelola sistem, laporan mungkin perlu lebih rinci pada: 

●​ performa, 
●​ hasil evaluasi, 
●​ masalah teknis, 
●​ perubahan yang direncanakan, 
●​ dan logika integrasi. 

Untuk pemilik proses atau unit pengguna, laporan perlu menjelaskan: 

●​ apakah AI benar-benar membantu proses kerja, 
●​ bagian mana yang masih perlu perhatian, 
●​ dan bagaimana hasil AI seharusnya digunakan. 

Untuk lintas unit atau lintas instansi, laporan juga bisa berfungsi sebagai media 
pembelajaran, sehingga penting menekankan: 

●​ konteks, 
●​ prasyarat, 
●​ kendala, 
●​ dan pelajaran yang bisa direplikasi. 

Dengan demikian, satu inisiatif AI bisa saja membutuhkan lebih dari satu bentuk 
pelaporan, tergantung kepentingan dan pembacanya. 

 



8.4.3 Pelaporan hasil integrasi AI tidak selalu harus panjang 

Penting juga dipahami bahwa pelaporan yang baik tidak selalu berarti laporan yang 
sangat panjang. Yang lebih penting adalah bahwa laporan: 

●​ jelas, 
●​ jujur, 
●​ cukup terstruktur, 
●​ dan menjawab pertanyaan yang relevan. 

Pada tahap awal implementasi, laporan singkat yang baik justru sering lebih berguna 
daripada dokumen panjang yang terlalu umum. Misalnya, sebuah laporan singkat 
dapat berisi: 

●​ masalah, 
●​ tujuan, 
●​ ruang lingkup, 
●​ hasil awal, 
●​ keterbatasan, 
●​ dan langkah tindak lanjut.​

 Struktur seperti ini sudah cukup kuat untuk membantu organisasi melihat 
posisi inisiatif AI secara realistis. 

Namun, bila integrasi AI menyangkut use case yang lebih luas, lebih lintas unit, atau 
lebih sensitif, maka laporan yang lebih lengkap tentu dibutuhkan. Yang penting 
adalah proporsionalitasnya. 

8.4.4 Pelaporan dan dokumentasi bukan hal yang sama, tetapi saling 
terkait 

Perlu dibedakan antara pelaporan hasil integrasi dan dokumentasi teknis atau 
operasional. Dokumentasi biasanya lebih rinci dan lebih teknis, misalnya mencakup: 

●​ versi model, 
●​ perubahan prompt, 
●​ arsitektur, 
●​ log perubahan, 
●​ atau hasil uji teknis.​

 Sementara itu, pelaporan hasil integrasi lebih berfungsi untuk menjelaskan 
makna dan implikasi integrasi bagi organisasi. 

Meskipun berbeda, keduanya saling terkait. Pelaporan yang baik biasanya 
memanfaatkan dokumentasi yang baik. Tanpa dokumentasi yang tertib, laporan akan 
mudah menjadi kabur atau terlalu bergantung pada ingatan tim. Sebaliknya, 
dokumentasi tanpa pelaporan akan sulit dipahami oleh pihak non teknis dan kurang 
berguna untuk pengambilan keputusan organisasi. 

 



8.4.5 Pelaporan sebagai dasar roadmap dan rencana aksi 

Dalam konteks Bab 8, pelaporan hasil integrasi AI sangat penting karena akan 
menjadi dasar bagi pembahasan berikutnya tentang roadmap 6–12 bulan dan 
rencana aksi instansi. Organisasi tidak bisa menyusun langkah berikutnya dengan 
baik bila belum mampu menjelaskan: 

●​ posisi saat ini, 
●​ hasil awal, 
●​ hambatan yang dihadapi, 
●​ dan pembelajaran yang sudah diperoleh. 

Karena itu, pelaporan perlu dipahami sebagai jembatan antara: 

●​ apa yang sudah dilakukan, 
●​ dan apa yang akan dilakukan berikutnya. 

Dalam arti ini, laporan bukan hanya penutup dari satu tahap kerja, tetapi juga dasar 
untuk tahap berikutnya. 

Karena AI di sektor publik sangat beragam, pelaporan yang baik juga membantu 
pembelajaran lintas sektor. Sebuah instansi kesehatan, misalnya, mungkin tidak 
akan meniru langsung studi kasus dari sektor hukum. Namun, mereka tetap bisa 
belajar dari cara organisasi lain: 

●​ menyiapkan data, 
●​ membatasi ruang lingkup, 
●​ menempatkan pengawasan manusia, 
●​ atau melaporkan hasil awal dan keterbatasan sistem. 

Dengan demikian, pelaporan yang baik memperluas nilai sebuah inisiatif AI. Ia tidak 
hanya berguna bagi tim yang menjalankannya, tetapi juga dapat menjadi referensi 
bagi unit atau instansi lain yang ingin belajar. 

Pelaporan hasil integrasi AI adalah bagian penting dari penerapan AI yang matang di 
organisasi pemerintah. Pelaporan membantu menjaga akuntabilitas, mendukung 
komunikasi dengan pimpinan, memperkuat pembelajaran organisasi, dan menjadi 
dasar bagi keputusan tindak lanjut. Laporan yang baik tidak hanya menjelaskan 
bahwa sistem telah diintegrasikan, tetapi juga menerangkan masalah yang dibantu, 
tujuan integrasi, ruang lingkup solusi, hasil awal, keterbatasan, pelajaran yang 
diperoleh, dan langkah berikutnya. 

 



8.5 Penyusunan roadmap untuk instansi 
Setelah membahas cara membaca studi kasus AI sektor publik dan pentingnya pelaporan 
hasil integrasi AI, langkah berikutnya adalah masuk ke pertanyaan yang paling praktis: 
bagaimana instansi menyusun langkah nyata dalam 6–12 bulan ke depan? Bagian ini 
sangat penting karena pada titik inilah pembelajaran tentang AI perlu diterjemahkan menjadi 
urutan kerja yang masuk akal, bertahap, dan dapat dijalankan sesuai kapasitas organisasi. 

Dalam banyak organisasi, pembicaraan tentang AI sering berhenti di dua titik yang kurang 
produktif. Titik pertama adalah terlalu konseptual: AI dibahas sebagai sesuatu yang penting, 
tetapi tidak pernah masuk ke tahapan kerja yang jelas. Titik kedua adalah terlalu ambisius: 
organisasi langsung membayangkan banyak use case, integrasi besar, atau otomasi yang 
luas, padahal pondasi data, tata kelola, dan kapasitas tim belum siap. Kedua 
kecenderungan ini sama-sama membuat AI sulit berkembang secara sehat. 

Karena itu, pendekatan roadmap 6–12 bulan menjadi penting. Rentang waktu ini cukup 
dekat untuk membuat organisasi berpikir realistis, tetapi cukup panjang untuk memuat: 

●​ penilaian awal, 
●​ penyiapan pondasi, 
●​ pengembangan terbatas, 
●​ uji coba, 
●​ evaluasi, 
●​ dan penyesuaian.​

 Roadmap seperti ini membantu organisasi tidak bergerak terlalu lambat, tetapi juga 
tidak melompat terlalu jauh. 

AI bukan proyek yang sehat bila dimulai dengan logika “sekalian besar”. Dalam organisasi 
pemerintah, AI lebih baik dibangun melalui langkah yang bertahap. Ada beberapa alasan 
mengapa pendekatan bertahap lebih tepat. 

Pertama, banyak prasyarat AI tidak langsung terlihat di awal. Organisasi baru akan 
benar-benar memahami kualitas datanya, ketertiban dokumennya, kesiapan prosesnya, dan 
kapasitas timnya setelah mulai memetakan use case secara lebih konkret. Jika organisasi 
langsung melompat ke implementasi besar tanpa melalui tahap ini, risiko kegagalan atau 
ketidaksesuaian akan jauh lebih tinggi. 

Kedua, AI memerlukan pembelajaran organisasi. Bahkan ketika teknologinya tersedia, 
organisasi tetap perlu belajar: 

●​ bagaimana pengguna berinteraksi dengan hasil AI, 
●​ bagaimana pengawasan manusia ditempatkan, 
●​ bagaimana prompt atau workflow bekerja di lapangan, 
●​ dan bagaimana sistem dijaga agar tetap berada dalam batas yang aman.​

 Pembelajaran seperti ini tidak bisa dipaksa matang sekaligus. 

Ketiga, dalam sektor publik, AI harus bergerak bersama dengan tata kelola, pelaporan, dan 
koordinasi. Semua ini membutuhkan waktu. Karena itu, roadmap 6–12 bulan membantu 



organisasi menata langkah sehingga adopsi AI berkembang bersama kedewasaan 
pengelolaannya. 

8.5.1 Roadmap adalah prioritas 

Satu hal yang perlu dipahami sejak awal adalah bahwa roadmap bukan kumpulan 
ide yang ingin dilakukan. Roadmap adalah urutan prioritas. Artinya, organisasi 
perlu memilih: 

●​ apa yang harus dilakukan lebih dulu, 
●​ apa yang bisa menunggu, 
●​ apa yang harus disiapkan sebelum langkah berikutnya, 
●​ dan apa yang belum layak dilakukan sekarang. 

Ini penting karena hampir semua instansi bisa membayangkan banyak kemungkinan 
use case AI. Namun, tidak semua use case perlu dijalankan sekaligus. Justru 
organisasi yang lebih matang biasanya lebih disiplin dalam menentukan titik mulai. 
Mereka tidak memulai dari apa yang paling canggih, tetapi dari apa yang: 

●​ paling jelas masalahnya, 
●​ paling masuk akal manfaatnya, 
●​ paling siap pondasinya, 
●​ dan paling terkendali risikonya. 

Dengan cara ini, roadmap menjadi alat untuk menjaga fokus. 

Roadmap yang baik selalu dimulai dari kondisi nyata, bukan dari bayangan ideal. 
Organisasi perlu cukup jujur membaca: 

●​ seberapa rapi data yang dimiliki, 
●​ seberapa tertata dokumen yang akan dipakai, 
●​ apakah ada dukungan pimpinan, 
●​ siapa pengguna awal yang paling siap, 
●​ apakah ada tim yang bisa memelihara solusi, 
●​ dan seberapa matang kebijakan internal, tata kelola, serta keamanan digital 

yang sudah ada. 

Bila pondasi ini belum siap, maka roadmap yang baik justru akan menempatkan 
tahap penyiapan pondasi sebagai pekerjaan awal. Ini penting untuk dipahami, 
karena banyak organisasi merasa bahwa “mulai AI” harus berarti langsung 
membangun model atau aplikasi. Padahal, dalam banyak kasus, langkah awal 
terbaik justru berupa: 

●​ penataan repositori dokumen, 
●​ pemetaan use case, 
●​ penetapan sumber resmi, 
●​ penyusunan aturan penggunaan, 
●​ atau penyiapan tim kecil lintas fungsi. 



Langkah-langkah seperti ini mungkin terlihat kurang spektakuler, tetapi sering justru 
menjadi penentu keberhasilan tahap berikutnya. 

8.5.2 Logika umum roadmap 6–12 bulan 

Walaupun setiap instansi akan memiliki kebutuhan yang berbeda, secara umum 
roadmap 6–12 bulan dapat dibagi ke dalam beberapa fase. Fase-fase ini tidak harus 
selalu dipahami terlalu kaku, tetapi dapat menjadi kerangka berpikir yang membantu 
organisasi menjaga urutan kerja. 

8.5.2.1 Fase 1: Memilih fokus dan memetakan kesiapan 

Pada tahap awal, organisasi perlu menahan diri untuk tidak langsung 
membangun terlalu banyak hal. Fokus utama pada fase ini adalah: 

●​ memilih satu atau beberapa use case yang paling relevan; 
●​ memetakan masalah yang benar-benar ingin dibantu; 
●​ menilai kesiapan data, dokumen, dan proses; 
●​ serta mengidentifikasi risiko awal dan pihak-pihak yang perlu 

dilibatkan. 

Ini adalah fase penjernihan. Banyak organisasi terbantu ketika mereka 
menyadari bahwa ide awal yang tampak menarik ternyata: 

●​ terlalu luas, 
●​ terlalu kabur, 
●​ terlalu berisiko, 
●​ atau belum didukung pondasi yang cukup.​

 Sebaliknya, ada juga organisasi yang menemukan bahwa use case 
yang paling layak justru lebih sederhana daripada yang mereka 
bayangkan sebelumnya. 

Pada fase ini, hasil yang diharapkan bukan sistem yang sudah berjalan, 
tetapi kejelasan arah. 

8.5.2.2 Fase 2: Menyiapkan pondasi minimum 

Setelah fokus use case mulai jelas, organisasi masuk ke tahap penyiapan 
pondasi minimum. pondasi ini bisa berbeda-beda tergantung use case, tetapi 
biasanya mencakup beberapa hal seperti: 

●​ penetapan sumber data atau dokumen resmi; 
●​ penataan struktur folder, metadata, atau kategori; 
●​ penyiapan proses kerja yang akan dipengaruhi AI; 
●​ penetapan pengawasan manusia; 
●​ dan penyiapan aturan penggunaan awal. 

 



Untuk use case berbasis dokumen, tahap ini sering berarti membenahi 
sumber pengetahuan sebelum AI bekerja. Untuk use case analitik, tahap ini 
bisa berarti membersihkan data dan memastikan maknanya cukup konsisten. 
Untuk use case layanan publik, tahap ini bisa berarti memastikan jawaban 
layanan resmi sudah cukup jelas dan dapat dirujuk. 

Tahap ini sangat penting karena tanpa pondasi minimum yang cukup, 
prototipe AI mungkin bisa dibuat, tetapi sulit memberi hasil yang sehat dan 
stabil. 

8.5.2.3 Fase 3: Uji coba terbatas atau pilot kecil 

Setelah pondasi minimum cukup tersedia, barulah organisasi masuk ke tahap 
uji coba terbatas. Kata “terbatas” di sini sangat penting. Organisasi 
sebaiknya tidak langsung meluncurkan solusi ke seluruh unit atau seluruh 
pengguna. Yang lebih sehat adalah memulai dari: 

●​ ruang lingkup yang sempit, 
●​ pengguna yang terbatas, 
●​ data yang sudah cukup siap, 
●​ dan tujuan yang jelas. 

Tujuan dari fase ini bukan membuktikan bahwa AI sudah sempurna, 
melainkan untuk melihat: 

●​ bagaimana sistem bekerja di lapangan, 
●​ apa yang dirasakan pengguna, 
●​ bagian mana yang masih perlu diperbaiki, 
●​ dan risiko apa yang baru terlihat setelah sistem dipakai nyata. 

Uji coba terbatas membantu organisasi belajar dengan biaya dan risiko yang 
lebih terkendali. 

8.5.2.4 Fase 4: Evaluasi dan penyesuaian 

Setelah pilot berjalan, organisasi perlu masuk ke fase evaluasi yang cukup 
serius. Di sinilah seluruh prinsip dari Bab 7 menjadi relevan. Organisasi perlu 
melihat: 

●​ kualitas teknisnya, 
●​ manfaat organisasionalnya, 
●​ kualitas output, 
●​ penggunaan prompt atau workflow, 
●​ fairness, explainability, dan reliability, 
●​ serta monitoring drift, misuse, dan incident. 

 



Fase ini penting karena banyak organisasi tergoda melompat dari pilot 
langsung ke perluasan. Padahal, justru evaluasi di tengah adalah titik yang 
menentukan apakah solusi: 

●​ layak diperluas, 
●​ perlu dipersempit, 
●​ perlu diperbaiki, 
●​ atau belum siap melangkah lebih jauh. 

Dalam roadmap yang sehat, fase evaluasi bukan formalitas. Ia adalah titik 
pengambilan keputusan. 

8.5.2.5 Fase 5: Penguatan atau perluasan bertahap 

Jika hasil evaluasi cukup baik, organisasi dapat masuk ke tahap penguatan 
atau perluasan bertahap. “Bertahap” tetap penting, karena perluasan tidak 
selalu berarti membesar cepat. Kadang perluasan cukup berupa: 

●​ menambah jenis dokumen, 
●​ menambah unit pengguna, 
●​ memperbaiki integrasi dengan sistem lain, 
●​ memperkuat dashboard monitoring, 
●​ atau menambahkan kebijakan dan pelatihan pengguna. 

Pada fase ini, organisasi juga perlu mulai berpikir lebih jauh tentang: 

●​ keberlanjutan pemeliharaan, 
●​ kapasitas tim, 
●​ dokumentasi perubahan, 
●​ pelaporan hasil yang lebih tertata, 
●​ dan hubungan inisiatif AI dengan roadmap digital yang lebih luas. 

Dengan kata lain, tahap ini bukan sekadar “memperbesar sistem”, tetapi 
menjadikan inisiatif AI lebih siap menjadi bagian dari kerja organisasi yang 
lebih permanen. 

 



Agar roadmap tidak terlalu umum, organisasi perlu memasukkan beberapa unsur penting ke 
dalamnya. 

1. Tujuan yang jelas 

Roadmap perlu menjelaskan untuk apa inisiatif AI itu dijalankan dalam 6–12 bulan 
tersebut. Tujuan ini sebaiknya tidak terlalu abstrak. Misalnya: 

●​ membantu pencarian dokumen internal, 
●​ mempercepat ringkasan bahan, 
●​ mendukung analitik pengaduan, 
●​ atau membantu triase awal informasi tertentu. 

Tujuan yang jelas membantu semua pihak memiliki ekspektasi yang lebih realistis. 

2. Use case prioritas 

Organisasi sebaiknya memilih use case prioritas, bukan daftar panjang use case 
sekaligus. Dalam banyak kasus, lebih sehat memulai dari satu use case utama dan 
satu use case cadangan atau lanjutan, daripada memulai terlalu banyak hal 
bersamaan. 

3. Pihak yang terlibat 

Roadmap perlu menunjukkan siapa yang akan terlibat. Ini penting karena AI hampir 
selalu bersifat lintas fungsi. Minimal perlu jelas: 

●​ siapa pemilik masalah, 
●​ siapa pemilik data, 
●​ siapa pengguna awal, 
●​ siapa pengelola teknis, 
●​ dan siapa yang mengawasi tata kelola atau risikonya. 

4. pondasi yang harus disiapkan 

Roadmap perlu jujur menunjukkan pondasi apa yang belum ada, misalnya: 

●​ repositori dokumen belum tertata, 
●​ kategori belum seragam, 
●​ belum ada kebijakan penggunaan, 
●​ atau belum ada jalur fallback yang jelas.​

 Bagian ini penting agar roadmap tidak menjadi terlalu optimistis. 

 



5. Tahapan kerja 

Roadmap perlu memuat urutan kerja yang masuk akal, misalnya: 

●​ penilaian awal, 
●​ penataan data, 
●​ penyusunan kebijakan minimum, 
●​ prototipe atau pilot, 
●​ evaluasi, 
●​ lalu penguatan atau perluasan terbatas. 

6. Indikator kemajuan 

Walaupun roadmap tidak harus terlalu numerik, organisasi tetap perlu menentukan 
tanda-tanda bahwa mereka bergerak maju. Misalnya: 

●​ repository resmi sudah ditetapkan, 
●​ pilot sudah berjalan di satu unit, 
●​ laporan evaluasi awal sudah tersedia, 
●​ atau pengguna awal sudah memberi umpan balik yang cukup. 

7. Risiko dan batas 

Roadmap AI yang sehat juga perlu menyebut: 

●​ ruang lingkup yang sengaja dibatasi; 
●​ risiko yang perlu diawasi; 
●​ dan kondisi yang membuat organisasi perlu menahan perluasan lebih lanjut. 

Dengan demikian, roadmap tidak hanya optimistis, tetapi juga realistis. 

 



8.5.3 Menentukan quick win dan pondasi jangka menengah 

Salah satu fungsi penting roadmap 6–12 bulan adalah menyeimbangkan antara 
quick win dan pondasi jangka menengah. Organisasi biasanya membutuhkan 
keduanya. 

Quick win penting karena membantu: 

●​ menunjukkan nilai awal, 
●​ membangun kepercayaan, 
●​ dan memberi pembelajaran praktis. 

Namun, jika organisasi hanya mengejar quick win, maka AI akan berhenti sebagai 
demonstrasi kecil dan tidak pernah menjadi kapabilitas yang matang. Karena itu, 
roadmap juga harus memuat pekerjaan yang lebih mendasar, seperti: 

●​ penataan dokumen, 
●​ penguatan tata kelola, 
●​ penetapan sumber resmi, 
●​ pelatihan pengguna, 
●​ dan dokumentasi perubahan. 

Pendekatan yang sehat bukan memilih salah satu, tetapi menggabungkan keduanya. 
Misalnya, organisasi dapat memilih satu use case ringkas yang memberi manfaat 
cepat, sambil sekaligus memperbaiki pondasi data dan tata kelola yang akan 
dibutuhkan untuk tahap berikutnya. 

Walaupun roadmap dibuat untuk memberi arah, organisasi juga perlu menyadari 
bahwa roadmap tidak bersifat beku. Dalam implementasi AI, pembelajaran bisa 
muncul cepat. Use case yang semula diprioritaskan bisa ternyata kurang siap. 
Sebaliknya, use case lain yang lebih sederhana bisa ternyata lebih cocok. Karena 
itu, roadmap perlu cukup fleksibel untuk: 

●​ disesuaikan setelah evaluasi pilot, 
●​ diperbarui ketika risiko baru muncul, 
●​ atau dipersempit bila pondasi yang dibutuhkan belum cukup. 

Namun, fleksibilitas tidak sama dengan tidak punya arah. Yang sehat adalah 
roadmap yang: 

●​ punya arah yang cukup jelas, 
●​ tetapi cukup terbuka untuk dikoreksi oleh pembelajaran yang nyata. 

 



Roadmap AI untuk instansi juga membutuhkan peran pimpinan. Ini bukan berarti 
pimpinan harus menyusun semua detail teknis, tetapi pimpinan penting untuk: 

●​ memberi arah prioritas, 
●​ membantu menyelaraskan lintas unit, 
●​ memastikan bahwa inisiatif AI tidak berjalan sendiri, 
●​ dan mendukung keputusan tentang sumber daya, tata kelola, atau 

pembatasan ruang lingkup. 

Tanpa dukungan pimpinan, roadmap AI sering berhenti sebagai inisiatif kecil tim 
tertentu. Sebaliknya, bila pimpinan memberi dukungan yang cukup, roadmap dapat 
menjadi alat untuk menyatukan pembelajaran teknis, kebutuhan organisasi, dan 
kebijakan kelembagaan. 

Pada akhirnya, roadmap 6–12 bulan yang baik bukan roadmap yang paling penuh 
kegiatan, tetapi roadmap yang paling memberi kejelasan. Organisasi perlu menjadi 
lebih jelas tentang: 

●​ apa yang akan dikerjakan, 
●​ apa yang belum akan dikerjakan, 
●​ siapa yang bertanggung jawab, 
●​ apa indikator kemajuannya, 
●​ dan apa batas yang dijaga. 

Kejelasan seperti ini jauh lebih bernilai daripada daftar rencana besar yang terdengar 
mengesankan tetapi sulit dilaksanakan. 

Menyusun roadmap 6–12 bulan untuk instansi adalah langkah penting agar 
pemanfaatan AI bergerak secara bertahap, realistis, dan terarah. Roadmap 
membantu organisasi berpindah dari sekadar tertarik pada AI menuju keputusan 
yang lebih konkret tentang use case, pondasi yang perlu disiapkan, tahapan kerja, 
evaluasi, dan perluasan yang masuk akal. Roadmap yang sehat selalu berangkat 
dari kondisi nyata organisasi, menyeimbangkan quick win dengan pembenahan 
pondasi, serta cukup fleksibel untuk disesuaikan berdasarkan pembelajaran selama 
implementasi. 

8.6 Template rencana aksi AI instansi 
Setelah membahas cara membaca studi kasus AI sektor publik, pelaporan hasil integrasi AI, 
dan penyusunan roadmap 6–12 bulan, langkah berikutnya adalah menerjemahkan semua 
itu ke dalam bentuk yang lebih langsung dapat dipakai oleh organisasi, yaitu template 
rencana aksi AI instansi. Bagian ini sangat penting karena pada akhirnya banyak 
organisasi tidak kekurangan ide, tetapi kekurangan format kerja yang membantu mereka 
bergerak secara tertib. Ada instansi yang sudah tahu masalah apa yang ingin dibantu, tetapi 
belum tahu bagaimana menuliskannya menjadi rencana yang bisa dibahas bersama. Ada 
juga yang sudah tertarik pada beberapa use case, tetapi belum punya struktur sederhana 
untuk menentukan prioritas, pihak yang terlibat, risiko yang harus dijaga, dan langkah awal 
yang realistis. 



Di sinilah template rencana aksi menjadi berguna. Template bukan sekadar formulir isian. 
Template adalah alat untuk membantu organisasi berpikir lebih terstruktur. Melalui template 
yang baik, instansi dapat memaksa dirinya menjawab pertanyaan-pertanyaan penting 
secara lebih jelas, misalnya: 

●​ masalah apa yang benar-benar ingin dibantu; 
●​ use case AI apa yang dipilih; 
●​ siapa pengguna utamanya; 
●​ data atau dokumen apa yang dibutuhkan; 
●​ apa manfaat yang diharapkan; 
●​ risiko apa yang harus dijaga; 
●​ siapa yang perlu dilibatkan; 
●​ dan langkah apa yang realistis dalam waktu dekat. 

Dengan kata lain, template membantu organisasi mengubah gagasan umum menjadi 
rencana kerja yang lebih konkret. 

Dalam praktik organisasi, ide tentang AI sering berhenti pada percakapan informal. Orang 
mengatakan bahwa AI bisa membantu layanan, membantu pengaduan, membantu 
dokumen, atau membantu analisis kebijakan. Semua itu bisa benar, tetapi tanpa struktur 
yang cukup, pembicaraan seperti ini sulit berkembang menjadi keputusan dan tindakan. 
Template rencana aksi diperlukan agar organisasi tidak terus bergerak di tingkat wacana. 

Template juga penting karena AI melibatkan banyak dimensi sekaligus. Bila tidak dibantu 
oleh format yang tertib, organisasi cenderung hanya menekankan satu dimensi tertentu, 
misalnya teknologinya saja, atau manfaat yang dibayangkan saja, sambil mengabaikan 
dimensi lain seperti: 

●​ kualitas data, 
●​ pengawasan manusia, 
●​ risiko, 
●​ kesiapan pengguna, 
●​ atau kebutuhan koordinasi lintas unit. 

Dengan template, organisasi didorong untuk melihat keseluruhan gambar. Ini penting 
terutama di sektor publik, karena AI tidak boleh direncanakan hanya dari sudut efisiensi atau 
ketertarikan teknologi, tetapi juga dari sudut tata kelola, nilai publik, kepatuhan, dan 
keberlanjutan. 

 



8.6.1 Template sebagai alat berpikir 

Ada kemungkinan sebagian orang melihat template sebagai tambahan administratif 
yang membuat kerja menjadi lebih rumit. Cara pandang ini perlu diluruskan. 
Template rencana aksi bukan dibuat untuk menambah beban birokrasi, tetapi untuk 
membantu organisasi berpikir dengan lebih jernih. Justru tanpa template, diskusi AI 
sering menjadi terlalu luas, terlalu abstrak, atau terlalu cepat meloncat ke solusi. 

Template yang baik membantu organisasi membedakan antara: 

●​ masalah dan solusi; 
●​ harapan dan kenyataan; 
●​ prioritas dan keinginan tambahan; 
●​ quick win dan pondasi yang harus disiapkan; 
●​ serta manfaat yang nyata dan manfaat yang masih terlalu spekulatif. 

Sebelum melihat unsur-unsurnya, ada beberapa prinsip dasar yang sebaiknya 
dipegang ketika menggunakan template rencana aksi AI. 

●​ Pertama, template harus membantu organisasi mulai dari masalah, bukan 
dari teknologi. Organisasi sebaiknya tidak mengisi template dengan 
pertanyaan “model apa yang ingin dipakai” sebagai titik awal. Yang lebih 
penting adalah menjelaskan persoalan kerja yang memang ingin dibantu. 

●​ Kedua, template harus mendorong organisasi realistis terhadap kesiapan. 
Tidak semua hal bisa dilakukan sekaligus. Karena itu, template harus 
membantu melihat apa yang sudah siap dan apa yang belum. 

●​ Ketiga, template harus cukup sederhana untuk dipakai lintas bidang. Karena 
buku ini ditujukan untuk peserta multi disiplin, template sebaiknya dapat 
digunakan baik oleh orang yang bergerak di bidang kesehatan, hukum, 
pengawasan, kebijakan, layanan, maupun administrasi. 

●​ Keempat, template harus menempatkan AI di dalam kerangka tata kelola. 
Artinya, rencana aksi bukan hanya menjelaskan apa yang akan dibangun, 
tetapi juga bagaimana sistem akan dikendalikan, diawasi, dan dievaluasi. 

●​ Kelima, template harus mengarah pada tindakan. Isian yang terlalu umum 
tidak akan banyak membantu. Yang dibutuhkan adalah struktur yang 
membuat organisasi lebih siap bergerak. 

 



Adapun unsur-unsur utama yang sebaiknya ada dalam template rencana aksi AI 
untuk instansi. 

1. Judul inisiatif AI 

Bagian pertama adalah judul singkat yang menjelaskan fokus inisiatif. Judul 
ini sebaiknya cukup jelas dan tidak terlalu umum. Misalnya: 

●​ Asisten Pengetahuan Internal untuk SOP Layanan; 
●​ Analitik Pengaduan Masyarakat untuk Identifikasi Isu Dominan; 
●​ Ringkasan Dokumen untuk Briefing Pimpinan; 
●​ Triase Awal Surat Masuk Berbasis AI; 
●​ Dukungan Analisis Kebijakan untuk Perbandingan Dokumen Regulasi. 

Judul yang jelas membantu organisasi langsung memahami apa fokus 
rencananya. 

2. Masalah yang ingin dibantu 

Bagian ini adalah inti dari seluruh rencana aksi. Instansi perlu menjelaskan 
dengan singkat tetapi jelas: 

●​ masalah apa yang sedang dihadapi; 
●​ mengapa masalah itu penting; 
●​ dan mengapa masalah itu layak dipertimbangkan untuk dibantu 

dengan AI. 

Penjelasan ini sebaiknya bersifat konkret. Misalnya: 

●​ pegawai memerlukan waktu lama untuk menemukan dokumen yang 
benar; 

●​ pertanyaan layanan yang sama muncul berulang-ulang; 
●​ jumlah pengaduan terlalu besar untuk dibaca manual satu per satu; 
●​ atau bahan kebijakan terlalu banyak untuk diringkas cepat secara 

manual. 

Bagian ini penting agar AI tetap diposisikan sebagai alat bantu untuk masalah 
nyata, bukan sebagai tujuan itu sendiri. 

 



3. Use case AI yang dipilih 

Setelah masalah dijelaskan, organisasi perlu menuliskan use case AI yang 
dipilih sebagai respons awal. Bagian ini menjawab pertanyaan: AI akan 
dipakai untuk membantu apa, secara spesifik? 

Contohnya bisa berupa: 

●​ tanya jawab berbasis dokumen; 
●​ ringkasan dokumen; 
●​ klasifikasi awal; 
●​ ekstraksi informasi; 
●​ analitik tema; 
●​ drafting awal; 
●​ atau deteksi anomali. 

Bagian ini sebaiknya tetap fokus. Satu rencana aksi awal lebih baik 
membahas satu use case utama dengan jelas daripada terlalu banyak use 
case sekaligus. 

4. Tujuan dan hasil yang diharapkan 

Pada bagian ini, organisasi menjelaskan tujuan praktis dari use case 
tersebut. Tujuan sebaiknya menjawab perubahan apa yang diharapkan, 
misalnya: 

●​ mempercepat pencarian sumber resmi; 
●​ mengurangi waktu orientasi awal terhadap dokumen; 
●​ membantu petugas membaca pola aduan lebih cepat; 
●​ meningkatkan konsistensi jawaban layanan; 
●​ atau membantu mendeteksi pola yang perlu diperiksa lebih lanjut. 

Bersamaan dengan itu, organisasi juga dapat menuliskan hasil awal yang 
diharapkan dalam 6–12 bulan, misalnya: 

●​ pilot berjalan di satu unit; 
●​ pengguna awal sudah memanfaatkan sistem; 
●​ korpus dokumen resmi sudah tertata; 
●​ atau laporan evaluasi awal sudah tersedia. 

 



5. Pengguna utama dan pihak terdampak 

Bagian ini membantu organisasi memahami siapa yang akan memakai 
sistem dan siapa yang terdampak oleh implementasinya. Pengguna utama 
bisa berupa: 

●​ petugas layanan, 
●​ analis kebijakan, 
●​ pegawai internal, 
●​ tim pengawasan, 
●​ atau pimpinan beserta stafnya. 

Pihak terdampak bisa lebih luas lagi, misalnya unit lain yang berbagi 
dokumen, pengelola data, atau bahkan masyarakat bila use case terkait 
layanan publik. 

Bagian ini penting karena desain AI yang baik selalu bergantung pada siapa 
yang akan menggunakannya dan dalam konteks apa. 

6. Data, dokumen, atau sumber yang dibutuhkan 

Bagian ini menjelaskan pondasi informasi dari solusi AI. Organisasi perlu 
menuliskan: 

●​ data atau dokumen apa yang akan dipakai; 
●​ dari mana sumbernya; 
●​ siapa pemiliknya; 
●​ apakah sumber itu resmi dan mutakhir; 
●​ dan apakah ada persoalan kualitas, versi, atau metadata yang perlu 

dibenahi terlebih dahulu. 

Bagian ini sangat penting. Dalam banyak inisiatif AI, justru tantangan terbesar 
tidak terletak pada model, tetapi pada sumber yang belum siap. 

 



7. Kesiapan awal 

Template yang baik juga perlu memaksa organisasi menilai kesiapan 
awalnya. Penilaian ini bisa meliputi: 

●​ kesiapan data atau dokumen; 
●​ kesiapan proses bisnis; 
●​ kesiapan pengguna; 
●​ kesiapan tim teknis atau dukungan digital; 
●​ serta kesiapan tata kelola minimum. 

Bagian ini bisa ditulis dalam bentuk narasi singkat atau dalam bentuk status 
sederhana seperti: 

●​ sudah siap, 
●​ sebagian siap, 
●​ belum siap. 

Tujuannya bukan membuat penilaian yang rumit, tetapi membantu organisasi 
jujur melihat titik berangkatnya. 

8. Risiko utama dan batas penggunaan 

Rencana aksi AI tidak lengkap tanpa penjelasan tentang risiko utama. 
Organisasi perlu menuliskan risiko yang paling relevan, misalnya: 

●​ kualitas sumber belum stabil; 
●​ potensi kebocoran data; 
●​ hasil AI bisa menyesatkan bila dipakai tanpa verifikasi; 
●​ risiko bias pada data tertentu; 
●​ atau ketergantungan pada vendor. 

Selain itu, organisasi juga perlu menuliskan batas penggunaan. Misalnya: 

●​ hasil AI hanya untuk orientasi awal; 
●​ tidak dipakai untuk keputusan final; 
●​ tidak boleh digunakan untuk data sensitif tertentu; 
●​ atau hanya digunakan oleh unit tertentu pada tahap awal. 

Bagian ini sangat penting untuk menjaga agar rencana aksi tetap terkendali 
sejak awal. 

 



9. Human-in-the-loop dan tata kelola minimum 

Bagian ini menjelaskan bagaimana pengawasan manusia ditempatkan. 
Organisasi perlu menjawab: 

●​ siapa yang memeriksa hasil; 
●​ kapan verifikasi manusia wajib dilakukan; 
●​ siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan hasil AI; 
●​ dan bagaimana masalah dilaporkan atau dievaluasi. 

Untuk tahap awal, organisasi juga sebaiknya menuliskan tata kelola minimum 
yang diperlukan, misalnya: 

●​ persetujuan pimpinan unit; 
●​ penetapan sumber resmi; 
●​ aturan penggunaan dasar; 
●​ atau mekanisme review bulanan selama pilot. 

10. Langkah kerja 6–12 bulan 

Ini adalah bagian yang paling langsung operasional. Organisasi perlu 
menguraikan langkah utama secara bertahap. Misalnya: 

●​ bulan 1–2: pemetaan use case dan penilaian kesiapan; 
●​ bulan 2–4: penataan sumber data atau dokumen; 
●​ bulan 4–6: penyusunan prototipe atau pilot terbatas; 
●​ bulan 6–8: evaluasi awal dan penyesuaian; 
●​ bulan 8–12: perluasan terbatas atau penguatan tata kelola. 

Pembagian waktu ini tidak harus terlalu rinci, tetapi cukup untuk menunjukkan 
urutan kerja yang masuk akal. 

11. Indikator kemajuan 

Agar rencana aksi tidak terlalu abstrak, perlu ada indikator kemajuan. 
Indikator ini tidak harus rumit. Contohnya: 

●​ sumber dokumen resmi sudah dihimpun; 
●​ pilot telah dipakai oleh sejumlah pengguna awal; 
●​ umpan balik pengguna sudah dikumpulkan; 
●​ evaluasi awal selesai; 
●​ aturan penggunaan internal disusun; 
●​ atau keputusan untuk tahap berikutnya sudah dibuat. 

Indikator seperti ini membantu organisasi melihat bahwa roadmap 
benar-benar bergerak. 

 



12. Kebutuhan dukungan 

Bagian terakhir sebaiknya menjelaskan dukungan yang dibutuhkan agar 
rencana aksi dapat berjalan, misalnya: 

●​ dukungan pimpinan; 
●​ dukungan unit TI; 
●​ keterlibatan pemilik data; 
●​ penugasan tim kecil lintas fungsi; 
●​ anggaran terbatas untuk pilot; 
●​ atau pelatihan bagi pengguna awal. 

8.6.2 Bentuk sederhana template rencana aksi AI instansi 

Agar lebih mudah dipakai, berikut bentuk sederhana template yang dapat langsung 
digunakan oleh instansi: 

1. Judul inisiatif AI​
 Tuliskan nama singkat inisiatif. 

2. Masalah yang ingin dibantu​
 Jelaskan persoalan nyata yang menjadi alasan inisiatif ini muncul. 

3. Use case AI yang dipilih​
 Jelaskan secara singkat AI akan digunakan untuk membantu apa. 

4. Tujuan dan hasil yang diharapkan​
 Tuliskan manfaat yang ingin dicapai dalam 6–12 bulan. 

5. Pengguna utama​
 Tuliskan siapa yang akan memakai sistem dan siapa yang terdampak. 

6. Data/dokumen/sumber yang dibutuhkan​
 Jelaskan pondasi informasi yang akan dipakai dan kondisi awalnya. 

7. Kesiapan awal​
 Tulis secara jujur apa yang sudah siap dan apa yang belum. 

8. Risiko utama dan batas penggunaan​
 Tuliskan risiko yang paling perlu dijaga dan batas pemakaian sistem. 

9. Human-in-the-loop dan tata kelola minimum​
 Jelaskan siapa yang memeriksa hasil, siapa yang bertanggung jawab, dan 
bagaimana pengawasan dilakukan. 

10. Langkah kerja 6–12 bulan​
 Tuliskan urutan kegiatan utama secara bertahap. 

11. Indikator kemajuan​
 Tuliskan tanda-tanda bahwa inisiatif ini bergerak maju. 



12. Dukungan yang dibutuhkan​
 Jelaskan dukungan organisasi yang diperlukan agar rencana aksi berjalan. 

 

8.6.3 Template perlu dipakai secara fleksibel 

Walaupun template ini cukup terstruktur, penting untuk dipahami bahwa ia tidak 
harus dipakai secara kaku. Organisasi boleh menyesuaikannya dengan konteks. 
Untuk use case yang lebih sederhana, isian bisa lebih ringkas. Untuk use case yang 
lebih sensitif, misalnya di bidang kesehatan, hukum, atau pengawasan, organisasi 
mungkin perlu menambah penjelasan lebih rinci pada risiko, pengawasan manusia, 
dan tata kelola. 

Yang terpenting adalah bukan bentuk tabelnya, melainkan fungsi berpikirnya. Bila 
template membantu organisasi menjadi lebih jelas tentang: 

●​ masalah, 
●​ tujuan, 
●​ kesiapan, 
●​ risiko, 
●​ dan langkah tindak lanjut,​

maka template itu sudah menjalankan perannya dengan baik. 

Pada akhirnya, template rencana aksi AI instansi adalah jembatan antara seluruh isi 
buku ini dan langkah kerja nyata di lapangan. Ia membantu pembaca: 

●​ menghubungkan studi kasus dengan konteks organisasi sendiri; 
●​ menghubungkan pemahaman konseptual dengan kebutuhan praktis; 
●​ dan mengubah ide yang masih umum menjadi rencana yang bisa dibahas, 

diputuskan, dan dijalankan. 

Dalam konteks sektor publik, keberadaan template seperti ini sangat penting karena 
AI tidak boleh tumbuh hanya sebagai inisiatif yang menarik, tetapi harus berkembang 
menjadi bagian dari perbaikan organisasi yang: 

●​ terarah, 
●​ tertib, 
●​ terkendali, 
●​ dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Template rencana aksi AI instansi membantu organisasi bergerak dari wacana 
menuju langkah yang lebih konkret. Dengan template yang baik, instansi dapat 
menjelaskan masalah yang ingin dibantu, use case yang dipilih, data yang 
dibutuhkan, risiko yang harus dijaga, pihak yang perlu dilibatkan, serta tahapan kerja 
yang realistis dalam 6–12 bulan. Template ini bukan sekadar alat administratif, tetapi 
alat berpikir yang membantu organisasi merencanakan AI secara lebih disiplin dan 
lebih kontekstual. 



8.7 Kunci buku 
Buku ini disusun untuk membantu pembaca memahami kecerdasan artifisial bukan sebagai 
topik yang jauh, abstrak, atau hanya milik kalangan teknis, tetapi sebagai bagian dari 
perubahan nyata yang sedang dan akan terus dihadapi organisasi, termasuk organisasi 
pemerintah. Dari awal sampai akhir, tujuan utama buku ini bukan sekadar memperkenalkan 
istilah-istilah AI, melainkan membangun cara berpikir yang lebih utuh: bagaimana AI 
dipahami, bagaimana AI dipilih, bagaimana AI diintegrasikan, bagaimana AI dikendalikan, 
dan bagaimana AI diterjemahkan ke langkah yang relevan bagi instansi. 

Salah satu pesan terpenting dari seluruh buku ini adalah bahwa AI tidak seharusnya 
dipahami hanya sebagai alat yang terlihat canggih. AI perlu dibaca dari sudut masalah yang 
ingin dibantu, manfaat yang ingin dicapai, data yang tersedia, proses kerja yang sedang 
berjalan, risiko yang perlu dijaga, serta tata kelola yang harus disiapkan. Dengan kata lain, 
AI bukan hanya persoalan teknologi. AI adalah persoalan organisasi. 

Karena itu, pembahasan dalam buku ini sengaja dibangun secara bertahap. Pada bagian 
awal, pembaca diajak memahami apa itu AI, jenis-jenis solusi AI, dan peran data, prompting, 
serta agentic AI. Tahap ini penting agar pembaca memiliki bahasa bersama dan tidak 
langsung tenggelam dalam istilah teknis tanpa konteks. Setelah itu, pembaca diajak masuk 
ke pertanyaan yang lebih penting, yaitu bagaimana memilih use case yang benar-benar 
layak. Dari sana, pembahasan bergerak ke desain dan integrasi solusi, sehingga AI tidak 
dibayangkan hanya sebagai aplikasi tambahan, tetapi sebagai bagian dari proses kerja dan 
arsitektur organisasi. 

Langkah berikutnya dalam buku ini adalah membangun pagar pengaman. Karena AI bisa 
memberi manfaat, tetapi juga membawa risiko, maka pembaca perlu memahami keamanan, 
etika, privasi, fairness, tata kelola, serta kebijakan internal dan vendor. Pesan penting pada 
bagian ini adalah bahwa penggunaan AI yang sehat tidak cukup hanya bergantung pada 
niat baik atau kecanggihan model. Yang dibutuhkan adalah pengendalian yang nyata, 
pengawasan manusia, pembatasan yang jelas, dan kemampuan organisasi untuk menjaga 
agar AI tetap berada dalam ruang penggunaan yang patut dan aman. 

Buku ini juga menempatkan AI di dalam konteks Indonesia, khususnya dalam ekosistem 
pemerintah. Hal ini penting karena AI dalam organisasi pemerintah tidak bisa dipahami 
hanya dari sisi manfaat internal. AI harus dibaca dalam hubungan dengan kepatuhan, 
prinsip nasional, arah kebijakan, SPBE, interoperabilitas, tata kelola data, dan koordinasi 
lintas unit maupun lintas instansi. Dengan menempatkan AI di dalam konteks ini, pembaca 
diharapkan memahami bahwa penggunaan AI yang baik di sektor publik bukan hanya soal 
apa yang bisa dibangun, tetapi juga soal apa yang selaras dengan tata kelola pemerintahan 
digital dan nilai publik. 

Bagian berikutnya dari buku ini menegaskan bahwa implementasi AI tidak selesai pada saat 
sistem mulai berjalan. AI perlu dievaluasi, dimonitor, dan dipelihara. Solusi AI yang matang 
bukan hanya solusi yang bisa dijalankan, tetapi solusi yang terus dinilai manfaatnya, 
dipantau kualitasnya, diperbarui komponennya, dan bila perlu dibatasi, diganti, atau 
dihentikan. Ini adalah pesan yang sangat penting, karena seringkali organisasi terlalu fokus 



pada tahap awal pembangunan sistem, padahal tantangan yang lebih besar justru muncul 
setelah sistem dipakai dalam kerja nyata. 

Pada bagian penutup, buku ini mengajak pembaca melihat contoh lintas sektor, memahami 
cara membaca studi kasus dengan kritis, dan menyusun rencana aksi untuk instansi 
masing-masing. Di sinilah seluruh isi buku kembali bertemu. Pembaca tidak lagi hanya 
diajak memahami AI sebagai topik, tetapi sebagai sesuatu yang harus dihubungkan dengan 
kondisi organisasi sendiri. Dengan demikian, buku ini tidak berhenti pada pengetahuan, 
tetapi diarahkan menuju kesiapan bertindak. 

Dari seluruh pembahasan itu, ada beberapa pelajaran umum yang layak dibawa pulang. 

Pelajaran pertama adalah bahwa AI paling berguna ketika dipakai untuk 
masalah yang jelas. Organisasi sering gagal bukan karena teknologinya kurang 
canggih, tetapi karena masalah yang ingin dibantu terlalu kabur, terlalu luas, atau 
terlalu jauh dari kebutuhan nyata pengguna. Karena itu, fokus pada masalah 
organisasi selalu lebih penting daripada ketertarikan awal pada teknologi. 

Pelajaran kedua adalah bahwa data, dokumen, dan proses kerja sering lebih 
menentukan daripada model itu sendiri. Banyak inisiatif AI yang tampak 
menjanjikan pada awalnya, tetapi kemudian tersendat karena sumber data tidak 
tertata, dokumen tidak mutakhir, metadata tidak konsisten, atau proses bisnis belum 
cukup jelas. Ini berarti bahwa keberhasilan AI sering bergantung pada kedewasaan 
pondasi organisasi. 

Pelajaran ketiga adalah bahwa AI hampir selalu perlu ditempatkan bersama 
manusia, bukan menggantikan manusia sepenuhnya. Dalam banyak use case 
sektor publik, peran AI yang paling sehat adalah membantu orientasi awal, 
membantu pencarian, membantu pengelompokan, membantu penyusunan bahan 
awal, atau membantu membaca pola. Namun, pertimbangan, tanggung jawab, dan 
keputusan yang lebih substantif tetap berada pada manusia dan organisasi. 

Pelajaran keempat adalah bahwa AI memerlukan tata kelola. Tanpa tata kelola, 
organisasi mudah terjebak dalam dua hal sekaligus: optimisme berlebihan dan 
ketidakjelasan tanggung jawab. Tata kelola dibutuhkan agar penggunaan AI tidak 
berkembang liar, tetapi tetap berada dalam batas yang selaras dengan keamanan, 
etika, kepatuhan, dan akuntabilitas. 

Pelajaran kelima adalah bahwa adopsi AI yang sehat biasanya bertahap. Tidak 
semua instansi perlu memulai dari hal yang besar atau kompleks. Justru banyak 
langkah awal yang baik lahir dari use case yang cukup sederhana, tetapi jelas 
manfaatnya, cukup siap pondasinya, dan cukup terkendali risikonya. Dari sana, 
organisasi dapat belajar, memperbaiki tata kelola, dan memperluas penggunaan 
secara lebih matang. 

 



Pelajaran keenam adalah bahwa AI harus dinilai secara jujur. Organisasi perlu 
siap mengakui bila suatu pendekatan: 

●​ belum siap diterapkan luas, 
●​ masih perlu dibatasi, 
●​ perlu diganti, 
●​ atau bahkan perlu dihentikan.​

 Kemampuan untuk menilai secara jujur seperti ini adalah bagian dari 
kedewasaan organisasi dalam mengelola teknologi. 

Bagi pembaca yang berasal dari bidang kesehatan, hukum, kebijakan publik, pengawasan, 
administrasi, teknologi informasi, maupun bidang lain, pesan umum dari buku ini tetap sama. 
AI tidak perlu didekati dengan rasa harus menjadi ahli teknis terlebih dahulu, tetapi juga 
tidak boleh didekati dengan sikap terlalu mudah. Yang dibutuhkan adalah cara pandang 
yang cukup utuh: melihat AI sebagai alat bantu yang dapat memberi nilai, tetapi hanya bila 
dipilih dengan benar, dibangun di atas pondasi yang cukup, dikelola dengan baik, dan 
ditempatkan dalam konteks organisasi yang nyata. 

Karena itu, penutup buku ini bukan ajakan untuk segera membangun sebanyak mungkin 
solusi AI. Penutup ini lebih tepat dipahami sebagai ajakan untuk mulai dengan lebih sadar. 
Instansi perlu bertanya: 

●​ masalah apa yang paling layak dibantu, 
●​ pondasi apa yang sudah ada, 
●​ apa yang belum siap, 
●​ siapa yang perlu dilibatkan, 
●​ risiko apa yang harus dijaga, 
●​ dan langkah apa yang paling masuk akal untuk dimulai. 

Jika buku ini berhasil, maka keberhasilannya bukan terletak pada membuat pembaca 
merasa bahwa AI adalah jawaban untuk semua hal. Keberhasilannya justru terletak pada 
membantu pembaca menjadi lebih mampu membedakan: 

●​ kapan AI layak dipakai, 
●​ kapan AI perlu dibatasi, 
●​ bagaimana AI perlu dikelola, 
●​ dan bagaimana AI dapat menjadi bagian dari organisasi yang bekerja lebih baik 

tanpa kehilangan kendali, akuntabilitas, dan nilai publik. 

Pada akhirnya, kecerdasan artifisial bukan hanya tentang kecanggihan sistem. Dalam 
konteks organisasi pemerintah, yang lebih penting adalah kecerdasan organisasi dalam 
memilih, mengelola, dan menggunakan teknologi itu secara bertanggung jawab. Jika 
pembaca membawa pulang cara pandang ini, maka buku ini telah mencapai tujuannya. 

 



8.8 Rangkuman 
Bab ini menjadi penutup yang sangat aplikatif dari seluruh isi buku. Jika bab-bab 
sebelumnya membantu pembaca memahami AI dari sisi pondasi, jenis solusi, pemilihan use 
case, integrasi, tata kelola, kebijakan, evaluasi, dan pemeliharaan, maka Bab 8 membawa 
seluruh pembelajaran itu ke pertanyaan yang paling dekat dengan tindakan: bagaimana 
membaca contoh secara kritis, bagaimana melaporkan hasil integrasi AI, dan bagaimana 
menyusun langkah nyata bagi instansi. 

Pada bagian awal, bab ini menegaskan bahwa pembelajaran tentang AI tidak cukup 
berhenti pada pengetahuan konseptual. Organisasi perlu mampu menerjemahkan 
pemahaman itu ke dalam bentuk yang lebih operasional. Karena itu, pendahuluan bab ini 
menempatkan studi kasus, pelaporan, dan rencana aksi sebagai tiga jembatan utama antara 
pengetahuan dan praktik. Pembaca diajak melihat bahwa AI tidak boleh dipahami hanya 
sebagai teknologi yang menarik, tetapi sebagai alat yang perlu dihubungkan dengan 
masalah organisasi, data, proses kerja, tata kelola, dan keputusan tindak lanjut. 

Selanjutnya, bab ini membahas cara membaca studi kasus AI sektor publik. Di sini 
dijelaskan bahwa studi kasus tidak boleh dibaca sebagai resep siap pakai. Sebuah studi 
kasus perlu dipahami dengan melihat: 

●​ masalah apa yang dibantu, 
●​ siapa penggunanya, 
●​ data atau sumber apa yang dipakai, 
●​ bagaimana AI ditempatkan dalam workflow, 
●​ risiko apa yang dijaga, 
●​ dan apa pelajaran yang relevan bagi instansi lain.​

 Bagian ini penting karena banyak organisasi tergoda meniru permukaan teknologi 
tanpa memahami prasyarat dan konteks keberhasilannya. Pembaca diajak 
membangun kebiasaan membaca studi kasus secara lebih kritis dan lebih 
kontekstual. 

Bab ini kemudian menyajikan studi kasus lintas sektor. Pilihan studi kasus sengaja dibuat 
lebih luas agar AI tidak hanya dipahami sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai 
kemampuan yang dapat masuk ke: 

●​ chatbot atau asisten layanan publik, 
●​ analitik pengaduan masyarakat, 
●​ ringkasan dokumen dan asisten pengetahuan internal, 
●​ dukungan analisis kebijakan, 
●​ deteksi anomali untuk pengawasan, 
●​ sektor kesehatan, 
●​ serta sektor hukum dan regulasi. 

 



Melalui studi kasus chatbot layanan publik, pembaca melihat bahwa AI dapat membantu 
interaksi awal dengan masyarakat, tetapi hanya bila basis pengetahuan layanan cukup 
resmi, mutakhir, dan terkelola. Melalui studi kasus analitik pengaduan masyarakat, pembaca 
melihat bagaimana AI dapat membantu membaca pola dan isu dominan dari volume 
masukan yang besar, namun tetap memerlukan verifikasi manusia agar tidak 
menyederhanakan masalah yang kompleks. Melalui studi kasus asisten pengetahuan 
internal, pembaca melihat bahwa AI dapat memberi manfaat besar dalam pencarian sumber 
dan ringkasan dokumen, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kerapian 
dokumen, metadata, dan tata kelola pengetahuan organisasi. 

Pada studi kasus dukungan analisis kebijakan, bab ini menunjukkan bahwa AI dapat 
membantu sintesis awal, perbandingan bahan, dan pembacaan isu, tetapi tidak boleh 
menggantikan penilaian analitis manusia. Pada studi kasus deteksi anomali untuk 
pengawasan, pembaca diajak memahami bahwa AI dapat membantu mengenali pola yang 
tidak lazim, tetapi hasilnya tetap harus dibaca sebagai sinyal awal, bukan sebagai 
pembuktian final. Studi kasus sektor kesehatan memperlihatkan bahwa AI bisa masuk ke 
konteks yang lebih sensitif dan lebih substantif, tetapi justru karena sensitivitasnya tinggi, 
pengawasan manusia, validasi, dan perlindungan data menjadi jauh lebih penting. 
Sementara itu, studi kasus sektor hukum dan regulasi menegaskan bahwa AI dapat 
membantu navigasi dokumen dan orientasi awal, tetapi penafsiran norma dan implikasi 
regulatif tetap memerlukan kehati-hatian manusia. 

Dari seluruh studi kasus itu, bab ini menekankan satu pelajaran bersama: AI paling sehat 
ketika dipakai untuk membantu masalah yang jelas, ketika pondasi data dan dokumennya 
cukup siap, dan ketika perannya ditempatkan secara proporsional dalam workflow 
organisasi. AI tidak seharusnya dipakai hanya karena tampak canggih atau karena studi 
kasus dari organisasi lain terlihat menarik. 

Setelah itu, bab ini membahas pelaporan hasil integrasi AI. Bagian ini menekankan bahwa 
integrasi AI bukan hanya perlu dilakukan, tetapi juga perlu dijelaskan dengan baik. 
Pelaporan penting untuk akuntabilitas, pembelajaran organisasi, komunikasi dengan 
pimpinan, dan koordinasi lintas unit. Laporan yang baik perlu menjelaskan: 

●​ masalah yang dibantu, 
●​ tujuan integrasi, 
●​ ruang lingkup solusi, 
●​ hasil awal, 
●​ keterbatasan, 
●​ pelajaran yang diperoleh, 
●​ dan langkah tindak lanjut.​

 Bagian ini juga menekankan bahwa pelaporan AI tidak boleh berubah menjadi 
bahan promosi yang terlalu optimistis. Laporan perlu tetap jujur, proporsional, dan 
menunjukkan batas serta risiko yang masih perlu dijaga. 

 



Bab ini kemudian masuk ke penyusunan roadmap 6–12 bulan untuk instansi. Bagian ini 
menjelaskan bahwa adopsi AI yang sehat biasanya bertahap. Organisasi perlu membangun 
urutan kerja yang realistis, dimulai dari: 

●​ memilih fokus dan memetakan kesiapan, 
●​ menyiapkan pondasi minimum, 
●​ melakukan pilot terbatas, 
●​ mengevaluasi hasil, 
●​ lalu memperkuat atau memperluas secara bertahap.​

 Pendekatan roadmap 6–12 bulan penting karena membantu organisasi menghindari 
dua ekstrem sekaligus: terlalu ambisius tanpa pondasi, atau terlalu ragu sehingga 
tidak pernah bergerak. Roadmap juga membantu menyeimbangkan antara quick win 
dan pembenahan pondasi jangka menengah. 

Setelah roadmap, bab ini menyajikan template rencana aksi AI instansi. Template tersebut 
dirancang sebagai alat berpikir yang membantu organisasi menjawab secara terstruktur: 

●​ masalah yang ingin dibantu, 
●​ use case AI yang dipilih, 
●​ tujuan dan hasil yang diharapkan, 
●​ pengguna utama, 
●​ data atau dokumen yang dibutuhkan, 
●​ kesiapan awal, 
●​ risiko dan batas penggunaan, 
●​ human-in-the-loop dan tata kelola minimum, 
●​ langkah kerja 6–12 bulan, 
●​ indikator kemajuan, 
●​ serta dukungan yang diperlukan.​

 Bagian ini penting karena banyak instansi tidak kekurangan ide, tetapi 
membutuhkan format yang membantu mereka mengubah ide menjadi rencana yang 
dapat dibahas, diputuskan, dan dijalankan. 

Pada subbagian penutup umum buku, seluruh isi buku ditarik kembali ke pesan utamanya. 
AI tidak diposisikan sebagai solusi ajaib, melainkan sebagai alat bantu yang hanya akan 
bernilai bila: 

●​ masalahnya jelas, 
●​ pondasinya cukup siap, 
●​ pengelolaannya tertib, 
●​ dan tata kelolanya cukup matang.​

 Penutup buku menegaskan bahwa yang paling penting bukan hanya kecanggihan 
teknologinya, melainkan kecerdasan organisasi dalam memilih, mengendalikan, dan 
menggunakan teknologi itu secara bertanggung jawab. 

 



Secara keseluruhan, Bab 8 mengajak pembaca melangkah dari pembelajaran menuju 
tindakan. Bab ini menegaskan bahwa setelah memahami AI, tugas berikutnya bukan 
sekadar membicarakannya, tetapi mulai: 

●​ membaca konteks sendiri dengan lebih jujur, 
●​ memilih use case yang relevan, 
●​ menyusun pelaporan yang tertib, 
●​ dan membangun rencana aksi yang realistis untuk instansi masing-masing. 

8.9 Pertanyaan refleksi 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan konteks instansi, unit kerja, atau 
pengalaman Anda sendiri. 

1.​ Mengapa studi kasus AI tidak boleh dibaca hanya dari sisi teknologinya saja? 
2.​ Dari berbagai studi kasus lintas sektor yang telah dibahas, mana yang paling dekat 

dengan kebutuhan instansi Anda saat ini? Mengapa? 
3.​ Apa perbedaan antara studi kasus yang “menarik” dan studi kasus yang “relevan” 

bagi organisasi Anda? 
4.​ Dalam konteks instansi Anda, pondasi apa yang paling mungkin menjadi kendala 

utama jika ingin memulai AI: data, dokumen, proses, tata kelola, atau kapasitas tim? 
5.​ Mengapa pelaporan hasil integrasi AI penting, bahkan untuk inisiatif yang masih 

bersifat pilot atau terbatas? 
6.​ Jika Anda harus menjelaskan satu inisiatif AI kepada pimpinan, unsur apa saja yang 

harus Anda sampaikan agar pimpinan dapat mengambil keputusan dengan lebih 
baik? 

7.​ Dari seluruh pembahasan buku ini, pelajaran apa yang paling mengubah cara Anda 
memandang AI? 

8.​ Menurut Anda, apa quick win AI yang paling realistis untuk instansi Anda dalam 6–12 
bulan ke depan? 

9.​ Apa risiko terbesar jika instansi langsung melompat ke implementasi AI yang besar 
tanpa roadmap yang bertahap? 

10.​Setelah membaca buku ini, langkah pertama apa yang paling masuk akal untuk 
mulai dilakukan di organisasi Anda? 

 



8.10 Tugas akhir buku: Rencana Aksi AI untuk Instansi 
Saya 

8.10.1 Judul tugas akhir 

Rencana Aksi AI untuk Instansi Saya 

8.10.2 Tujuan tugas akhir 

Tugas akhir ini dirancang untuk membantu pembaca menghubungkan seluruh isi 
buku ke dalam satu rencana yang utuh dan kontekstual. Setelah menyelesaikan 
tugas ini, pembaca diharapkan tidak hanya memahami AI secara konseptual, tetapi 
juga mampu: 

●​ mengidentifikasi masalah organisasi yang layak dibantu AI, 
●​ memilih use case yang realistis, 
●​ membaca kesiapan instansi secara jujur, 
●​ menempatkan AI dalam kerangka tata kelola dan kebijakan, 
●​ serta menyusun langkah awal yang dapat dijalankan secara bertahap. 

Dengan kata lain, tugas akhir ini adalah titik ketika seluruh pembelajaran dalam buku 
diterjemahkan ke dalam rencana tindakan yang paling relevan bagi instansi 
masing-masing. 

8.10.3 Bentuk tugas 

Tuliskan esai atau dokumen kerja sepanjang 3–5 halaman dengan struktur berikut. 

8.10.3.1. Profil singkat instansi atau unit kerja 

Jelaskan secara singkat: 

●​ jenis instansi atau unit kerja Anda, 
●​ fungsi utamanya, 
●​ dan konteks kerja yang paling relevan dengan kemungkinan 

pemanfaatan AI. 

Bagian ini tidak perlu terlalu panjang, tetapi cukup untuk memberi gambaran 
konteks organisasi. 

 



8.10.3.2. Masalah utama yang ingin dibantu 

Pilih satu masalah utama yang paling layak dibantu dengan AI dalam 
konteks instansi Anda. Jelaskan: 

●​ masalah apa itu, 
●​ mengapa masalah tersebut penting, 
●​ siapa yang terdampak, 
●​ dan bagaimana masalah itu selama ini ditangani. 

Bagian ini penting agar rencana aksi benar-benar berangkat dari kebutuhan 
nyata, bukan dari ketertarikan terhadap teknologi semata. 

8.10.3.3. Use case AI yang dipilih 

Jelaskan satu use case AI utama yang Anda anggap paling realistis. 
Misalnya: 

●​ chatbot atau asisten layanan publik, 
●​ analitik pengaduan masyarakat, 
●​ ringkasan dokumen, 
●​ asisten pengetahuan internal, 
●​ dukungan analisis kebijakan, 
●​ deteksi anomali, 
●​ klasifikasi awal, 
●​ atau use case lain yang sesuai. 

Uraikan mengapa use case tersebut dipilih dan bagaimana ia diperkirakan 
membantu masalah yang dijelaskan sebelumnya. 

8.10.3.4. Tujuan dan manfaat yang diharapkan 

Jelaskan secara jelas: 

●​ tujuan implementasi AI tersebut, 
●​ manfaat yang diharapkan bagi organisasi, 
●​ dan manfaat yang diharapkan bagi pengguna atau pihak yang 

terdampak. 

Manfaat dapat berupa: 

●​ efisiensi, 
●​ kualitas orientasi awal, 
●​ pengurangan beban kerja repetitif, 
●​ penguatan konsistensi, 
●​ peningkatan kualitas layanan, 
●​ atau manfaat lain yang relevan. 

 



8.10.3.5. Data, dokumen, dan pondasi yang dibutuhkan 

Jelaskan: 

●​ data atau dokumen apa yang diperlukan, 
●​ apakah sumbernya sudah ada, 
●​ siapa pemiliknya, 
●​ apakah sudah cukup tertata, 
●​ dan apa masalah kualitas atau keteraturan yang masih ada. 

Bagian ini sangat penting, karena banyak rencana AI gagal bukan di model, 
tetapi di pondasi datanya. 

8.10.3.6. Kesiapan organisasi 

Nilai kesiapan instansi Anda secara jujur, setidaknya dari sisi: 

●​ data atau dokumen, 
●​ proses bisnis, 
●​ kapasitas tim, 
●​ dukungan pimpinan, 
●​ pengguna awal, 
●​ dan tata kelola minimum. 

Anda dapat menjelaskannya dalam bentuk narasi atau dengan penilaian 
sederhana seperti: 

●​ sudah siap, 
●​ sebagian siap, 
●​ belum siap. 

8.10.3.7. Risiko, batas penggunaan, dan human-in-the-loop 

Jelaskan: 

●​ risiko utama yang paling mungkin muncul, 
●​ batas penggunaan AI yang menurut Anda harus dijaga, 
●​ dan bagaimana pengawasan manusia akan ditempatkan. 

Misalnya: 

●​ apakah hasil AI hanya untuk orientasi awal, 
●​ apakah harus diverifikasi sebelum dipakai, 
●​ siapa yang memeriksa hasil, 
●​ dan kapan AI tidak boleh dipakai. 

Bagian ini penting untuk menunjukkan bahwa rencana aksi Anda tetap 
berada dalam kerangka tata kelola yang sehat. 

 



8.10.3.8. Keterkaitan dengan konteks kebijakan dan tata kelola 

Jelaskan secara singkat bagaimana rencana aksi ini berkaitan dengan: 

●​ prinsip nasional pemanfaatan AI, 
●​ arah kebijakan nasional AI, 
●​ SPBE, 
●​ interoperabilitas, 
●​ tata kelola data, 
●​ dan kebutuhan koordinasi lintas unit atau lintas instansi. 

Bagian ini membantu menunjukkan bahwa rencana aksi Anda tidak berdiri 
sendiri, tetapi diposisikan dalam konteks pemerintahan digital yang lebih luas. 

8.10.4. Roadmap 6–12 bulan 

Susun tahapan kerja yang realistis untuk 6–12 bulan ke depan. Anda dapat 
membaginya ke dalam tahap seperti: 

●​ pemetaan dan penilaian awal, 
●​ penyiapan pondasi, 
●​ pilot atau uji coba terbatas, 
●​ evaluasi, 
●​ penguatan atau perluasan bertahap. 

Jelaskan: 

●​ apa yang akan dilakukan pada tiap tahap, 
●​ siapa yang perlu dilibatkan, 
●​ dan keluaran atau hasil apa yang diharapkan dari tiap tahap. 

8.10.5. Pelaporan dan indikator kemajuan 

Jelaskan: 

●​ bagaimana hasil integrasi AI akan dilaporkan, 
●​ siapa yang perlu menerima laporan, 
●​ dan indikator apa yang akan dipakai untuk melihat kemajuan awal. 

Indikator tidak harus terlalu rumit. Yang penting adalah cukup relevan dan cukup 
membantu menilai apakah rencana aksi benar-benar bergerak. 

 



8.10.6. Business continuity dan fallback 

Jelaskan: 

●​ apa yang terjadi bila AI tidak tersedia, 
●​ apa yang dilakukan bila kualitas hasil diragukan, 
●​ siapa yang mengambil alih, 
●​ dan proses alternatif apa yang akan digunakan. 

Bagian ini penting agar rencana aksi Anda tidak menciptakan ketergantungan yang 
rapuh terhadap AI. 

8.10.7. Kesimpulan dan keputusan awal 

Pada bagian akhir, simpulkan: 

●​ apakah use case ini cukup layak dimulai sekarang, 
●​ apakah perlu dibatasi dulu, 
●​ apa prasyarat yang paling mendesak, 
●​ dan langkah pertama apa yang paling masuk akal dilakukan setelah dokumen 

ini selesai. 

8.11 Kriteria penilaian tugas akhir 
Tugas akhir ini dapat dinilai berdasarkan beberapa kriteria berikut: 

1. Kejelasan masalah 

Apakah masalah yang dipilih nyata, penting, dan cukup jelas untuk dibantu AI? 

2. Ketepatan use case 

Apakah use case AI yang dipilih masuk akal dan sesuai dengan konteks 
organisasi? 

3. Kedalaman analisis pondasi dan kesiapan 

Apakah pembaca mampu melihat kondisi data, dokumen, proses, dan kapasitas 
organisasi secara jujur? 

4. Kematangan tata kelola 

Apakah risiko, batas penggunaan, human-in-the-loop, dan kebutuhan koordinasi 
dipikirkan dengan cukup baik? 

5. Kerealistisan roadmap 

Apakah tahapan 6–12 bulan yang disusun cukup realistis, bertahap, dan dapat 
dijalankan? 



6. Keterhubungan dengan isi buku 

Apakah rencana aksi menunjukkan bahwa pembaca memahami AI secara utuh, 
dari use case sampai evaluasi, tata kelola, dan tindak lanjut? 

Penutup tugas akhir 
Tugas akhir ini bukan dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen yang sempurna, 
melainkan untuk membantu pembaca mulai berpikir dan bertindak secara lebih terstruktur. 
Dalam banyak organisasi, langkah pertama yang paling penting bukan membangun sistem 
yang paling kompleks, tetapi membangun kejelasan: 

●​ masalah apa yang ingin dibantu, 
●​ mengapa AI dipilih, 
●​ apa yang perlu disiapkan, 
●​ siapa yang harus terlibat, 
●​ dan bagaimana langkah awal dijalankan secara aman dan realistis. 

Bila tugas akhir ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, hasilnya dapat berfungsi lebih dari 
sekadar tugas pembelajaran. Dokumen tersebut dapat menjadi bahan diskusi awal di unit 
kerja, bahan komunikasi kepada pimpinan, atau dasar untuk menyusun langkah kecil 
pertama dalam adopsi AI di instansi. 


	BAB 8 Penerapan AI yang Realistis 
	8.1 Pendahuluan 
	8.2 Studi kasus AI sektor publik 
	8.3 Studi kasus lintas sektor 
	8.3.1 Chatbot atau asisten layanan publik 
	8.3.2 Analitik pengaduan masyarakat 
	8.3.3 Ringkasan dokumen dan asisten pengetahuan internal 
	 
	8.3.4 Dukungan analisis kebijakan 
	8.3.5 Deteksi anomali untuk pengawasan 
	 
	8.3.6 Contoh di sektor kesehatan 
	 
	8.3.7 Contoh di sektor hukum dan regulasi 

	 
	8.4 Pelaporan hasil integrasi AI 
	 
	8.4.1 Pelaporan bukan promosi, tetapi penjelasan yang jujur 
	 
	8.4.3 Pelaporan perlu disesuaikan dengan pembacanya 
	 
	8.4.3 Pelaporan hasil integrasi AI tidak selalu harus panjang 
	8.4.4 Pelaporan dan dokumentasi bukan hal yang sama, tetapi saling terkait 
	 
	8.4.5 Pelaporan sebagai dasar roadmap dan rencana aksi 

	 
	8.5 Penyusunan roadmap untuk instansi 
	8.5.1 Roadmap adalah prioritas 
	8.5.2 Logika umum roadmap 6–12 bulan 
	8.5.2.1 Fase 1: Memilih fokus dan memetakan kesiapan 
	8.5.2.2 Fase 2: Menyiapkan pondasi minimum 
	8.5.2.3 Fase 3: Uji coba terbatas atau pilot kecil 
	8.5.2.4 Fase 4: Evaluasi dan penyesuaian 
	8.5.2.5 Fase 5: Penguatan atau perluasan bertahap 

	 
	8.5.3 Menentukan quick win dan pondasi jangka menengah 

	8.6 Template rencana aksi AI instansi 
	 
	8.6.1 Template sebagai alat berpikir 
	8.6.2 Bentuk sederhana template rencana aksi AI instansi 
	8.6.3 Template perlu dipakai secara fleksibel 

	8.7 Kunci buku 
	 
	8.8 Rangkuman 
	8.9 Pertanyaan refleksi 
	 
	8.10 Tugas akhir buku: Rencana Aksi AI untuk Instansi Saya 
	8.10.1 Judul tugas akhir 
	8.10.2 Tujuan tugas akhir 
	8.10.3 Bentuk tugas 
	8.10.3.1. Profil singkat instansi atau unit kerja 
	 
	8.10.3.2. Masalah utama yang ingin dibantu 
	8.10.3.3. Use case AI yang dipilih 
	8.10.3.4. Tujuan dan manfaat yang diharapkan 
	 
	8.10.3.5. Data, dokumen, dan pondasi yang dibutuhkan 
	8.10.3.6. Kesiapan organisasi 
	8.10.3.7. Risiko, batas penggunaan, dan human-in-the-loop 
	 
	8.10.3.8. Keterkaitan dengan konteks kebijakan dan tata kelola 

	8.10.4. Roadmap 6–12 bulan 
	8.10.5. Pelaporan dan indikator kemajuan 
	 
	8.10.6. Business continuity dan fallback 
	8.10.7. Kesimpulan dan keputusan awal 

	8.11 Kriteria penilaian tugas akhir 
	Penutup tugas akhir 


